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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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NOMOR 04 /PRT/M/2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015

tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik;

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16);
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal
dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah
makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan
asrama.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang
selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian
kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu
kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan
air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan
dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan
prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah
domestik.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S
adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang

selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan
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10.

11.

12.

sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur
Tinja.

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T
adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara
kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk
diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya
disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah
yang dirancang hanya menerima dan mengolah
lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan
Setempat.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang
selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang
berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang
selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan
usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Negara.

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang
selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan
usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang
selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang
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13.

14.

15.

16.

dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan
Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang
bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu dari organisasi induknya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD
yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit
yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian
kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas
teknis  operasional dan/atau kegiatan  teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan
hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang
mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di
daerah dengan yurisdiksi yang sama.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan

pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh

masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:

a.

mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif,
efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang

berkualitas;
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meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan;

melindungi kualitas air baku dari pencemaran air
limbah domestik;

mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air
limbah domestik; dan

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

=

o o

5ot o

[y

penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
perencanaan,;

konstruksi;

pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
pemanfaatan;

kelembagaan;

pembiayaan dan pendanaan;

retribusi;

kompetensi,

pembinaan; dan

pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

a.
b.

C.

Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah;

BUMN SPALD;
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BUMD SPALD;
Badan Usaha SPALD;
Kelompok Masyarakat; dan/atau

Orang perorangan.

Pasal 6

Air limbah domestik terdiri dari:

air limbah kakus (black water); dan

air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7
SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara
terpisah.
Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat:
a. 10 (sepuluh) tahun untuk Kota Metropolitan dan
Kota Besar; dan
b. 20 (dua puluh) tahun untuk Kota Sedang dan
Kota Kecil.

Pasal 8
SPALD terdiri dari:
a. SPALD-S; dan
b. SPALD-T.
Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
a. kepadatan penduduk;
b. kedalaman muka air tanah;
c. kemiringan tanah;
d. permeabilitas tanah; dan

e. kemampuan pembiayaan.
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Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.
b.

C.

(2)

Sub-sistem Pengolahan Setempat;
Sub-sistem Pengangkutan; dan

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 10
Sub-sistem  Pengolahan  Setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan
prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
Sub-sistem  Pengolahan  Setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas
pengolahan terdiri atas:
a. skala individual; dan
b. skala komunal.
Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diperuntukkan:
a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah

tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
Pengolahan air limbah domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

pengolahan biologis.
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Paragraf 2

Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 11

Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk
memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem
Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan
Lumpur Tinja.

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki
penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta

diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c¢, merupakan
prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja
berupa IPLT.
IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.
Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:
a. unit penyaringan secara mekanik atau manual,
b. unit ekualisasi;
C. Uunit pemekatan,;
d. unit stabilisasi;
€. Uunit pengeringan lumpur; dan/atau
f.  unit pemrosesan lumpur kering.
Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. platform (dumping station);
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b. kantor;

c. gudang dan bengkel kerja;

d. laboratorium;

e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
operasional, dan jalan inspeksi;

sumur pantau;

fasilitas air bersih;

= @ o

alat pemeliharaan,;

[S—ey

peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
pos jaga;

pagar pembatas;

[am—

pipa pembuangan;

5

tanaman penyangga; dan/atau

B

sumber energi listrik.

Pasal 13

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 14
Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
a. skala perkotaan,;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.
Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup
perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan
20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup
permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai

20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
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Cakupan  pelayanan skala kawasan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk

kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam
cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau
skala permukiman yang sudah terbangun, harus
disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk
dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan
atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus

membuat SPALD berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

Sub-sistem Pelayanan;
Sub-sistem Pengumpulan; dan

Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 17
Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana
untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber
melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. pipa tinja;

b. pipa non tinja;

c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
d. pipa persil;

e. bak kontrol; dan

f.  lubang inspeksi
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Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 18

Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan

sarana untuk menyalurkan air limbah domestik
melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-
sistem Pengolahan Terpusat.

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:

a. pipa retikulasi;

b. pipa induk; dan

c. prasarana dan sarana pelengkap.

Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, terdiri atas:

a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul
air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke
pipa servis; dan

b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul
air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa
induk.

Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah

domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke

Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk

mendukung penyaluran air limbah domestik dari
sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara
lain:

a. lubang kontrol (manhole);

b. bangunan penggelontor;

c. terminal pembersihan (clean out);

d. pipa perlintasan (siphon); dan

e. stasiun pompa.
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Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

Sub-sistem  Pengolahan  Terpusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c¢, merupakan
prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah
domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-
sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa IPALD meliputi:

a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala

perkotaan; dan/atau
b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan

skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20
IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
terdiri atas:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.
Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. bangunan pengolahan air limbah;
b. bangunan pengolahan lumpur;
c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
d. unit pemrosesan lumpur kering.
Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
operasional, dan jalan inspeksi;
€. sumur pantau,
fasilitas air bersih;

g. alat pemeliharaan;
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h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

1. pos jaga;

j-  pagar pembatas;

k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau

m. sumber energi listrik.

Pasal 21

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-
sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
a. pengolahan fisik;
b. pengolahan biologis; dan/atau
c. pengolahan kimiawi.
Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan cara:
a. pengapungan, penyaringan, dan/atau
pengendapan untuk air limbah domestik; dan
b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan
(dewatering) untuk lumpur.
Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. aerobik;
b. anaerobik;
c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
d. anoksik.
Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian

zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan jenis SPALD

dan komponen SPALD tercantum dalam Lampiran I, yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB III
PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Perencanaan SPALD terdiri atas:

rencana induk;
studi kelayakan; dan

perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 25

Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan
ulang setiap 5 (lima) tahun.
Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:
a. rencana induk SPALD Kabupaten/Kota;
b. rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota;
c. rencana induk SPALD lintas Provinsi; dan
d. rencana induk SPALD kepentingan strategis

nasional.
Rencana induk SPALD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
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Rencana induk SPALD lintas Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan rencana induk
SPALD kepentingan strategis nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh
Menteri.

Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilakukan setelah
dilaksanakan  konsultasi publik kepada para

pemangku kepentingan (stakeholders).

Pasal 26

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, disusun berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi nasional,

b. rencana tata ruang wilayah;

c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan

d. standar pelayanan minimal.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. rencana umum;

b. standar dan kriteria pelayanan;

c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;

d. indikasi dan sumber pembiayaan,;

e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia;

f.  rencana legislasi (peraturan perundang-
undangan); dan

g. rencana pemberdayaan masyarakat.

Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu

dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 27
Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan lokasi
IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi

persyaratan sebagai berikut:
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a. berdekatan dengan area pelayanan;

b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar
area sempadan;

c. terdapat akses jalan;

d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau
banjir;

e. bukan berada pada kawasan patahan; dan

f.  bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 28
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk
SPALD.
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan
usulan pengembangan SPALD.
Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari
100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 29

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

disusun berdasarkan:

a.
b.

C.

kajian teknis;
kajian keuangan
kajian ekonomi; dan

kajian lingkungan.

Pasal 30
Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a, paling sedikit memuat:
a. rencana teknik operasional SPALD;

b. kebutuhan lahan;
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kebutuhan air dan energi;

2 o

kebutuhan prasarana dan sarana;

e. pengoperasian dan pemeliharaan;

f. umur teknis; dan

g. kebutuhan sumber daya manusia.

Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf b, diukur berdasarkan:

a. periode pengembalian pembayaran (Pay Back
Period-PBP);

b. nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present
Value-FNPV); dan

c. laju pengembalian keuangan internal (Financial
Internal Rate of Return-FIRR).

Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf ¢, diukur berdasarkan:

a. nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost
Ratio-EBCR);

b. nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present
Value-ENPV); dan

c. laju pengembalian ekonomi internal (Economic
Internal Rate of Return-EIRR).

Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 31

Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk
memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi
SPALD-S dan SPALD-T.

Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan
detail prasarana dan sarana SPALD.

Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
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a. dokumen laporan utama; dan

b. dokumen lampiran.

Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a memuat:

a. perencanaan pola penanganan SPALD;

b. perencanaan komponen SPALD; dan

c. perencanaan konstruksi.

Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b paling sedikit memuat:

a. laporan hasil penyelidikan tanah;

b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;

c. laporan hasil survei topografi;

i

laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah
domestik dan badan air permukaan;

perhitungan desain;

perhitungan konstruksi;

gambar teknik;

5ot o

spesifikasi teknik;

[y

Rencana Anggaran Biaya (RAB);
j.  perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
k. dokumen lelang; dan

l.  Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 32

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen

laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilengkapi dengan survei

utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-

sistem Pengumpulan.

Pasal 33
Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh
penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala
Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan SPALD.
Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu
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pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KONSTRUKSI SPALD

Pasal 35
Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
a. persiapan konstruksi;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
Cc. uji coba sistem.
Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
a. pekerjaan tanah;
b. pekerjaan struktur prasarana air limbah
domestik;
c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah
domestik; dan
d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ dilaksanakan pada prasarana dan sarana
SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai

mutu dan fungsinya.

Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35, harus memperhatikan paling sedikit:

a.

Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
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b. Sistem Manajemen Lingkungan;
c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3); dan

d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38
Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD
dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan
fungsi SPALD sesuai perencanaan.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
tanggung  jawab Penyelenggara  SPALD dan
dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur
pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan
rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memperhatikan paling sedikit:

a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3).
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Pasal 40
Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan
memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai

perencanaan.

Pasal 41

(1) Pemeliharaan  merupakan  kegiatan  perawatan
komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat
(1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan
secara rutin guna menjaga usia pakai komponen
SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang
dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia
pakai komponen SPALD dengan atau tanpa
penggantian peralatan/suku cadang.

(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan
pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat

atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 42
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:
a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan

b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 43
(1) Pengoperasian  SPALD-S merupakan rangkaian

pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat,
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Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem
Pengolahan Lumpur Tinja.

Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-
sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem
Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur

Tinja.

Pasal 44

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk
skala individual dilaksanakan pada setiap rumah
tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis
dapat berlangsung.

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk
skala  komunal dilaksanakan oleh  Kelompok
Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara

biologis dapat berlangsung.

Pasal 45
Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:
a. penyedotan lumpur tinja;
b. pengangkutan lumpur tinja; dan
c. pembuangan lumpur tinja.
Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling
lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional
Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 46
Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:

a. pengumpulan lumpur tinja:
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b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;

c. pemisahan partikel diskrit;

d. pemekatan lumpur tinja;

e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau

f.  pengeringan lumpur tinja.

Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan
air permukaan harus memenuhi standar baku mutu
air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47
Pemeliharaan  Sub-sistem  Pengolahan  Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah
atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran
dan proses pengolahan di tangki septik.
Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Dberupa
pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan
pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
meliputi kegiatan:
a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan

c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 48
Pengoperasian = SPALD-T merupakan rangkaian
pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-
sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan

Terpusat.
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(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-
sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-

sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 49
Pengoperasian  Sub-sistem  Pelayanan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan

c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 50
Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;
dan

b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 51

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang
dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbabh;

b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur;
dan/atau

Cc. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan
air permukaan harus memenuhi standar baku mutu
air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak
dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka
lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di
IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur

atau diolah di IPLT.
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Pasal 52
Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. pembersihan bak penangkap lemak;
b. pembersihan bak kontrol akhir; dan

c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 53
Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) antara lain kegiatan:
a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 54
Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) antara lain
kegiatan:
a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan

b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 55

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat
berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui
kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau
keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam
unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan
memerlukan perbaikan atau penggantian suku
cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau
seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi

teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
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Pasal 56
Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pengoperasian,
pemeliharaan, dan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 57

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat

berbentuk:

a. cairan;

b. padatan; dan/atau
c. gas.

(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk
cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan
penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran
kebakaran.

(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk
padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau
campuran kompos untuk tanaman non pangan
dan/atau bahan bangunan.

(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 58
Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan SPALD meliputi:
a. penetapan pengembangan SPALD secara
nasional;
b. pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas
daerah provinsi; dan
c. pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk
kepentingan strategis nasional.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestik regional.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan
dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam

daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 59
Penyelenggaraan = SPALD yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

dapat membentuk atau menugaskan UPT SPALD.

Pasal 60
Penyelenggaraan @ SPALD yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (3) menjadi tanggung jawab Gubernur
yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub
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urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.

Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi
untuk menangani pengelolaan air limbah domestik
regional.

Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 61

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (4) menjadi tanggung jawab
Bupati/Walikota yang secara operasional
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya terkait dengan sub wurusan air limbah
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD
Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air
limbah domestik.

Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 62

Menteri dapat mengusulkan pembentukan atau
penugasan BUMN SPALD kepada menteri yang
ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili
pemerintah selaku pemegang saham negara dan/atau
pemilik modal.

Pembentukan atau penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk
BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk
menangani pengelolaan air limbah domestik.

Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok

Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM).

Pasal 64

Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD
dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama
dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.

Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri
penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur

atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 65
Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber
dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ yang berasal dari swadaya
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masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang
dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan
pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara

terbuka.

Pasal 66
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu
melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat
dapat memberikan bantuan pendanaan sampai

pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh
BUMD  SPALD, Pemerintahan Daerah  dapat
menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 67
Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan
SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
a. keterjangkauan;
b. keadilan;
c. mutu pelayanan,;
d. pemulihan biaya; dan

e. transparansi dan akuntabilitas.
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BAB X
KOMPETENSI

Pasal 68

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan
SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.
Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas
dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.

Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 69

Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan

SPALD kepada Pemerintah Daerah, melalui:

a. pendampingan penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

b. diseminasi peraturan perundang-undangan di
bidang SPALD;

c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi,

e. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan SPALD;

f.  pendidikan dan pelatihan; dan

g. penelitian dan pengembangan.

Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui:

a. bantuan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;

d. diseminasi peraturan daerah di  bidang
penyelenggaraan SPALD;

e. pendidikan dan pelatihan; dan

f.  penelitian dan pengembangan.
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BAB XII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

Pengawasan penyelenggaraan SPALD Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.
Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas daerah
provinsi dan kawasan untuk kepentingan strategis
nasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 71

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan melalui:

a.
b.
C.

(1)

(2)

pemantauan;
evaluasi; dan

pelaporan.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 72

Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilaksanakan
untuk mendapatkan data dan/atau informasi
mengenai:
a. kinerja teknis;
b. kinerja non teknis; dan
c. kondisi lingkungan.
Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan

rehabilitasi.
Kinerja non  teknis penyelenggaraan  SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara

lain:
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kelembagaan;
manajemen;

keuangan,;

peran masyarakat; dan

°© oo T

hukum.

Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara

lain:

a. pemantauan  perilaku  buang air  besar
sembarangan,;

b. pemantauan kualitas air pada badan air

permukaan; dan

c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 73
Pemantauan penyelengggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72, dilaksanakan dengan cara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.
Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan
mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh
gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan
mempelajari data dan laporan penyelenggaraan
SPALD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 74

Evaluasi penyelenggaraan SPALD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, bertujuan untuk
mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi
hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil
pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
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Pasal 75
Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan
masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan
SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan

kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 76

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, sebagai berikut:

a. kinerja penyelenggara SPALD lintas daerah
provinsi dan kawasan untuk kepentingan
strategis nasional menyerahkan laporan
penyelenggaraan SPALD kepada Menteri;

b. kinerja penyelenggara SPALD lintas
Kabupaten/Kota menyerahkan laporan
penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur; dan

c. kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota
menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD
kepada Bupati/Walikota.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:

a. laporan debit air limbah domestik;

b kualitas influen;

c. kualitas efluen;

d. kualitas air di sumur pantau; dan

e. kualitas badan air penerima.

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan
penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(4) Laporan  penyelenggaraan SPALD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database)
sistem informasi air limbah domestik.

Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 456

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERL_Ai\PAAEKERJAAN UMUM

5 O
\-\:’?\L IK \ND )//
S —
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 04 /PRT/M/2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK

JENIS DAN KOMPONEN SPALD

KLASIFIKASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua

sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat (SPALD-T).

Pemilihan Jenis SPALD

1.

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a)

b)

d)

Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam
perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.
Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam
penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2
(dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan
SPALD-T.

Kemiringan Tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai
jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua
persen), sedangkan shallow sewer dan small bore sewer dapat
digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis
SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan
Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang
resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas

tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah
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dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi
tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5x104 m/detik dengan
jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang
mengandung lempung.

Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan
jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah

dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pemilihan jenis SPALD dapat mengacu pada diagram alir

pemilihan jenis SPALD seperti pada Gambar 1 berikut ini.

Daerah Kepadatan | | Kedalaman || Permeabilitas Kemampuan g
Penduduk air tanah tanah Pembiayaan

/ Permukiman

/T

Tidak

>15,000
jiwa,/Km?2

/ Tidak

Kawasan
tertentu*

A

Tidak
Kemampuan

Pembiayaaan
Pemda

Ya

SPALD-T
Kawasan
‘Tertentu

* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan,

Gambar 1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi

SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150
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jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km?2) dapat menerapkan sistem SPALD-T,
sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha
masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air
yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan
tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai.
Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150
jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak
memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari
2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi maka
dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan
tanahnya kurang dari 2% (dua persen), maka terdapat pilihan
teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan

kecocokan teknologi yang dipilih.

B. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT
Komponen SPALD-S terdiri dari:

1.

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan

dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di

lokasi sumber.

Kapasitas pengolahan terdiri atas:

a) Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik
dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air
limbah fabrikasi; dan

b) Skala Komunal diperuntukkan:

1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal,
dan

2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan
non permanen (mobile toilet).

Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk

memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat

ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan

pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja

yang harus dilengkapi dengan:
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a) alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan
peralatan selang; dan

b) tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan
spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja

dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk

lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan

kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah

dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah

lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan

Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis,

dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur
tinja, yang meliputi:

1) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi
untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di
dalam lumpur tinja;

2) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan
lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja
sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;

3) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan
dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga
konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih
kental;

4)  unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan
organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik
maupun aerobik;

S) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan
kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan
mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

6) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk
mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil
pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian

dimanfaatkan.
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C.

b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk

menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT

yang berada di satu area dengan IPLT.

Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:

1)

2)
3)

4)
S)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

platform (dumping station) yang merupakan tempat truk
penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur
tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi
(pengumpul);

kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;

gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan
peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan
lainnya;

laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
operasional, dan jalan inspeksi;

sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di
sekitar IPLT;

fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan
pengoperasian IPLT;

alat pemeliharaan;

peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

pos jaga;

pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta
mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan
IPLT;

pipa pembuangan,;

tanaman penyangga; dan/atau

sumber energi listrik.

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT
Komponen SPALD-T terdiri dari:

1.

Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk

menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan

ke Sub-sistem Pengumpulan.
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Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak
perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak
kontrol.
Sub-sistem Pengumpulan
Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana
untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari
Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk,
dan prasarana dan sarana pelengkap.
Sub-sistem Pengolahan Terpusat
Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan
sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari
sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan  Sub-sistem
Pengumpulan.
Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:
a) Prasarana utama meliputi:

1) bangunan pengolahan air limbah domestik;

2) bangunan pengolahan lumpur;

3) peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau

4) unit pemanfaatan hasil olahan.
b) Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

1) gedung kantor;

2) laboratorium;

3) gudang dan bengkel kerja;

4) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan

operasional, dan jalan inspeksi;

5) sumur pantau;

6) fasilitas air bersih;

7) alat pemeliharaan;

8) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

9) pos jaga;

10) pagar pembatas;

11) pipa pembuangan,;

12) tanaman penyangga, dan/atau

13) sumber energi listrik.

JDIH Kementerian PUPR



Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk
mengolah air limbah domestik. Sub-sistem pengolahan terdiri dari unit
pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis,
dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air
limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik
maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit

pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT,
IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT
untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk
mengolah air limbah domestic saja. Apabila IPALD yang ada ingin
difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan
unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam
IPALD.

Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10%
(sepuluh persen) dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit
pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air
permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan
untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi

baku mutu sesuai peruntukannya.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENT
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 04 /PRT/M/2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK

PERENCANAAN SPALD

BAB I
RENCANA INDUK

PERIODE PERENCANAAN

Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk

periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri,

Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi

3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:

1.

Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan
rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah
domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan  penyelenggaraan SPALD jangka  menengah
merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk
jangka waktu S (lima) tahun.

Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan
penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang

sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PENINJAUAN ULANG RENCANA INDUK

Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD dapat dilakukan setiap 5

(lima) tahun. Apabila RPJPD dan/atau RTRW mengalami perubahan,

maka Rencana Induk SPALD perlu ditinjau ulang.
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C.

KLASIFIKASI RENCANA INDUK

1.

Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota

Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota mencakup
penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S yang terdapat di
dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Rencana Induk disusun
berdasarkan kecamatan, pulau yang berpenghuni dan/atau pulau

sebagai destinasi wisata.

Perencanaan SPALD

{ Rencana Induk J

Daerah dengan
penduduk penduduk
2100.000 jiwa <100,000 jiwa

‘, |

[ ( s
Studi Kelayakan Jus-_xﬁ}.a; Teknis
dan Biaya

Penyelenggaraan
SPALD

Daerah dengan

e

Rencana Teknik
Terinci
Penyelenggaraan

SPALD

Gambar 1 Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota

Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota

Rencana Induk SPALD lintas Kabupaten/Kota mencakup
penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S yang terdapat di
dalam lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu
provinsi. Rencana Induk disusun Dberdasarkan wilayah
Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah perencanaan

regional.
Rencana Induk SPALD Lintas Provinsi

Rencana Induk SPALD lintas Provinsi mencakup penyelenggaraan

SPALD-T dan/atau SPALD-S yang terdapat di dalam lebih dari
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satu wilayah Kabupaten/Kota serta di dalam lebih dari satu
Provinsi. Rencana Induk disusun Dberdasarkan wilayah
Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi yang masuk dalam wilayah

perencanaan regional.

4. Rencana Induk SPALD Kepentingan Strategis Nasional
Rencana Induk SPALD Kepentingan Strategis Nasional mencakup
penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S  pada daerah
perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk
menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK

1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan
SPALD berdasarkan perencanaan yang  efektif, efisien,
berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan
SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik
lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap
terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,

pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

E. KEDUDUKAN RENCANA INDUK

Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada
pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan
daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Rencana Induk SPALDuntuk kepentingan strategis
nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan
RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN)
sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Rencana Induk SPALD berada dibawah kebijakan spasial di
masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan
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F.

strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan

dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur.

Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematik

ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.

REMCANA REMCANA
PEMEGEMEBAMNGAN PEMBAMNGLUNAN
WILAYAH
RTRWM RPIR/RRPIM
HASIOMAL S —
PROVIMSI BTRW PROYIMNE] RPIP/RPIA
. PROVIMSI
ATRW KAB/KOTA RPIF/RPIM
EAB/KOTA KAB/KOTA
g """""":
| RENCANA STRATEGI |
i | mouksran SAMITAS! !
! KAB/KOTA (S5K] [ |
i i
L

STRATEGI
PENYELENGEARAAM
SPALD

REMNCAME PROGRAM
INVESTASI
INFRASTRUKTUR

Gambar 2 Kedudukan Rencana Induk

MUATAN RENCANA INDUK

Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD paling sedikit memuat:

1.

Rencana Umum, yang meliputi:

a) gambaran umum daerah dan kawasan rencana;dan

b) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Standar dan Kriteria Pelayanan

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis
pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layananyang akan
diterapkan di wilayah perencanaan.

Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan
dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan
pada:
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a) RTRW, RDTR, dan RTR-KSN

b) RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;

c) RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;

d) analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;

e) analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk
permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;

f) analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan
prasarana dan sarana umum dan utilitas;

g) analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka
panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;

h) penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD-S
dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk
daerah dan kawasan perencanaan; dan

i)  penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan
SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah,
dan jangka pendek.

4. Indikasi dan Sumber Pembiayaan
Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya
penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka
pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha,
dan/atau masyarakat).

5. Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan
SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur
organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.

6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan)

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa

kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah

dan kawasan.

7. Rencana Pemberdayaan Masyarakat
Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk
meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi

masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
Tahapan penyusunan Rencana Induk terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik;
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Pengumpulan dan Pengolahan Data Daerah Perencanaan;

Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD;

Perumusan Kebijakan dan Strategi SPALD;

Konsultasi Publik Rencana Induk; dan

Legalisasi Rencana Induk.

Tahapan proses penyusunan Rencana Induk dapat dilihat pada

Gambar 3.

Secara rinci tahapan penyusunan Rencana Induk sebagai berikut:

1.

Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik

Kegiatan persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan

SPALD antara lain meliputi:

a)
b)

Penentuan jenis Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan
SPALD

Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan

rancangan surat keputusan kepala daerah tentang

pembentukan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan

SPALD daerah dan kawasan.

Struktur tim penyusunpaling sedikit memuat:

1) Penanggung Jawab;

2) Ketua Tim;

3) Sekretaris; dan

4) Anggota.

Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk

Penyelenggaraan SPALD

Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk

bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap:

1) peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan
kriteria teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan
SPALD;

2) metode dan teknis penyusunan Rencana Induk
Penyelenggaraan SPALD; dan

3) data dan informasi perencanaan penyelenggaraan SPALD

yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Induk.
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d)

Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana  kegiatan tim  penyusun Rencana Induk
Penyelenggaraan SPALD dijabarkan kedalam agenda kerja
yang dijadikan sebagai panduan, yang memuat jadwal
persiapan hingga ditetapkannya rancangaan Rencana Induk

Penyelenggaraan SPALD.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan meliputidata kondisi daerah rencana,

data kondisi SPALD saat ini.

a)

Data Kondisi Daerah Rencana
Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk
menyusun Rencana Induk SPALD, sebagai berikut:
1) Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana
Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi
letak daerah dan kawasan rencana secara geografis.
2) Topografi
Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan

pada  peta  topografi ~dalam = skala 1:100.000
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Persiapan
Penyusunan
Rencana Induk
SPALD

Persiapan Tenaga
Ahli Penyusunan
Rencana Induk

Penentuan Jenis
Rencana Induk

Penentuan Periode
Perencanaan
Rencana Induk

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Daerah Perencanaan

Data Kondisi Daerah Rencana
Deskripsi daerah rencana

Kondisi fisik

Rencana Penataan Wilayah
Kependudukan

Prasarana kota yang terkait
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Tingkat kesehatan penduduk
Kondisi Lingkungan

©NOUTR WD PR

Data Kondisi SPALD saat ini

Teknis:

Kinerja pelayanan

Tingkat pelayanan

Periode pelayanan

Cakupan pelayanan

Kinerja instalasi dan jaringan
perpipaan

Jumlah dan kinerja
peralatan /perlengkapan

7. Sistem pengolahan

8. Prosedur dan kondisi operasi dan
pemeliharaan

Sl

I

Non Teknis:

Kondisi dan kinerja keuangan
Kondisi dan kinerja karyawan
Kinerja kelembagaan

Jumlah pelanggan

LN

SPM

Analisis Kondisi
Penyelenggaraan SPALD

I. Harmonisasi Kebijakan dan
Strategi SPALD
Kementerian/Lembaga

II. Harmonisasi RTRW

III. Rencana Pengelolaan SDA

IV. Analisis Gambaran
Pelayanan SPALD:

1. Permasalahan
pengelolaan SPALD

2. Potensi pengelolaan
SPALD

Perumusan Kebijakan
dan Strategi

Perumusan Isu - Isu Strategis
Penyelenggaraan SPALD

\

Perumusan Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan SPALD

e Penentuan Arah Pengembangan
SPALD

e Penetapan Zona Perencanan dan
Zona Prioritas

e Strategi pengembangan
prasarana

e Indikasi dan sumber
pembiayaan

e Strategi pengembangan
kelembagaan dan SDM

e Strategi program legislasi

e Strategi pemberdayaan
masyarakat

Legalisasi Rencana
Induk

7

Perumusan Rencana Program
Penyelenggaraan SPALD:

1. Rencana Program Jangka

Pendek

2. Rencana Program Jangka
Menengah

3. Rencana Program Jangka
Panjang

Konsultasi Publik
Rencana Induk

Gambar 3 Tahapan Penyusunan Rencana Induk SPALD
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Iklim

Data iklim meliputi penyinaran matahari, kelembaban,
suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun
terakhir.

Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air

Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan
kawasan yang dilewati, debit sungai, data Biological
Oxygen Demand (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran
Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengelolaan
sumber daya air. Data tersebut dilengkapi dengan peta
yang menggambarkan sungai yang ada di daerah
rencana.

Kualitas Air Tanah

Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data
permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan,
data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka
air tanah.

Geologi

Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan
kawasan rencana disertai dengan peta geologi.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Data prasarana, sarana dan utilitas antara lain meliputi
data prasarana dan sarana air minum, persampahan,
jaringan drainase, dan jaringan listrik.

Rencana Penataan Wilayah

Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan
lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi
dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh masing-
masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan
prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya,
termasuk perkantoran pemerintahan.

Kependudukan

Data kependudukan antara lain meliputi jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata

pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain. Data
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11)
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tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data

proyeksi 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi:

()
(b)
(©

(d)

(e)

data sumber mata pencaharian;

penilaian kemiskinan;

profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan
jumlah prasarana kesehatan;

kesadaran terhadap pengelolaan air limbah
domestik; dan

kesediaan membayar untuk layanan sanitasi.

Data Kondisi SPALD Saat Ini
Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data

Teknis dan Data Non Teknis.

()

Data Teknis

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-S antara

lain meliputi:

(1) data sumber air minum;

(2) data area pelayanan SPALD-S;

(3) data Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan
cubluk dan tangki septik;

(4) data Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume,
dan ritasi;

(5) data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun
pembangunan, proses pengolahan lumpur
tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan
prasarana dan sarana pendukung, disertai
dengan denah lokasi dan diagram proses
pengolahan.

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-T antara

lain meliputi:

(1) data sumber air minum, meliputi sumber,
cakupan pelayanan SPAM;

(2) data cakupan pelayanan SPALD-T

(3) data Sambungan Rumah yang menggunakan

SPALD-T; dan
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(4) data IPALD meliputi jumlah dan luas IPALD,
tahun pembangunan, proses pengolahan air
limbah domestik, data efluen dari IPALD,
kelengkapan prasarana dan sarana
pendukung, disertai dengan denah lokasi dan
diagram proses pengolahan.

(b) Data Non Teknis

Data non teknis yang diperlukan untuk SPALD

antara lain meliputi:

(1) data kebiasaan BABS;

(2) kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola
SPALD, yang meliputi:

a. kondisi keuangan dalam penyelenggaraan
SPALD;

b. kemampuan keuangan daerah dan/atau
kawasan dalam menyelenggarakan SPALD;
dan

c. investasi sektor swasta dalam
menyelenggarakan SPALD;

(3) kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD,
yang meliputi:

a. struktur lembaga pengelola SPALD; dan

b. Keterlibatan swasta dalam mengelola
SPALD;

(4) data pengaturan dalam mengelola SPALD.

3. Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD

a)

Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD

Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam Penyusunan Rencana Induk SPALD, dilaksanakan

harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD

Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencakup:

1) tujuan, sasaran,dan jangka waktu Kebijakan dan
Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L); dan

2) program prioritas Kebijakan dan Strategi SPALD
Kementerian/Lembaga (K/L)dan target kinerja serta

lokasi program prioritas.
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Harmonisasi RTRW

Pelaksanaan harmonisasi RTRW dalam menyusun rencana

penyelenggaraan SPALD mencakup:

1) tujuan dan sasaran RTRW;

2) struktur tata ruang saat ini;

3) rencana pola ruang;

4) pola ruang saat ini; dan

5) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Harmonisasi RTRW ditujukan untuk memperoleh informasi

bagi analisis gambaran umum kondisi daerah. Dengan

melakukan harmonisasi RTRW, dapat diidentifikasi (secara

geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan dan

tahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20

(dua puluh) tahun kedepan.

Harmonisasi RTRW ini bertujuan untuk:

1) menelaah pengaruh rencana struktur tata ruang
terhadap penyelenggaraan SPALD;

2) menelaah pengaruh rencana Pola Ruang terhadap
penyelenggaraan SPALD; dan

3) menelaah lokasi IPALD dan IPLT yang telah ditetapkan
pada RTRW, serta kesesuaian lokasi tersebut dengan
kriteria pemilihan lokasi IPALD dan IPLT, antara lain:

a) jarak IPAL dan/atau IPLT dengan permukiman;

b) topografi dan kemiringan lahan;

c) jenis tanah;

d) tata guna lahan;
e) badan air penerima;
f) banjir;

(
(
(
(
(
(
(g) legalitas lahan; dan

(h) batas administrasi wilayah.

Analisis Gambaran Kondisi SPALD

Sebelum menentukan arah dan strategi penyelenggaraan
SPALD, harus disepakati mengenai potensi dan permasalahan
penyelenggaraanSPALDpada daerah dan kawasan
perencanaan.

Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD diharapkan mampu

mengidentifikasi antara lain:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- 13-

kondisi dan perkembangan perilaku masyarakat dalam
membuang air limbah domestik;

kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan
SPALD di daerah dan kawasan perencanaan;

kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan
yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan
SPALD;

capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek
sebelumnya,;

permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan,
peran serta masyarakat dan peraturan;

potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis
dalam penyelenggaraan SPALD;

potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD;
potensi yang dapat dikembangkan pada aspek
kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
SPALD; dan

potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.

Perumusan dan Penetapan Kebijakan dan Strategi

Dalam perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi

penyelenggaraan SPALD dilaksanakan melalui tahapan sebagai

berikut:

a) Perumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis berdasarkan:

1)

2)
3)

hasil harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD yang

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;

hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR;

hasil analisis gambaran pelayanan SPALD antara lain

meliputi:

(@) perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah
domestik;

(b) permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan

SPALD:;
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(c) permasalahan dan potensi pembiayaan dalam
penyelenggaraan SPALD; dan

(d) penentuan kawasan rawan sanitasi khusus air
limbah domestik;

isu strategis pada cakupan global.

Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi SPALD

Tahapan berikutnya dilakukan penentuan arah kebijakan

dan strategi penyelenggaraan SPALD. Kebijakan dan strategi

yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan dan

strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam

menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut:

1)

2)

Analisis Arah Kebijakan Penyelenggaaan SPALD
Analisis arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan
dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu
strategis penyelenggaraan SPALD daerah dan/atau
kawasan.
Analisis arah kebijakan penyelenggaraan SPALD
ditentukan dengan melaksanakan analisis metode
pemilihan arah kebijakan prasarana dan sarana air
limbah domestik, yang dapat dianalisis antara lain
dengan metode Strengths, Weaknesses, Opportunities,
and Threats (SWOT), metode Analytical Hierarchy Process
(AHP) atau dengan metode lain sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan.
Penentuan Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD
Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD
menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
(@) kebijakan dan strategi pengembangan prasarana
dan sarana SPALDpaling sedikit meliputi:

(1) optimalisasi SPALD-S yang sudah berjalan;

(2) kombinasi SPALD-S dan SPALD-T sesuai
dengan kondisi daerah dan/atau kawasan
perencanaan; dan/atau

(3) peningkatan prasarana dan sarana SPALD

dengan teknologi maju.
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kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan
dan SDM;

kebijakan dan  strategi dalam = pembiayaan
penyelenggaraan SPALD;

kebijakan dan strategi peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan SPALD; dan

kebijakan dan  strategi pengaturan  dalam

penyelenggaraan SPALD.

Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Program

Rencana

program penyelenggaraan SPALD ditentukan

berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang

telah ditentukan berdasarkan metode analisis yang digunakan

yang terdiri atas:

a)

Rencana Umum

Proyeksi

populasi dan pengembangan daerah dan/atau

kawasan perencanaan, meliputi:

1) Penentuan daerah perencanaan SPALD yang ditentukan

berdasarkan:

()

Rencana pengembangan daerah dan/atau kawasan,

yang merupakan hasil harmonisasi RTRW dan/atau

RDTR meliputi:

(1) kawasan perkotaan saat ini;

(2) kawasan pariwisata saat ini;

(3) kawasan strategis nasional saat ini;

(4) rencana struktur tata ruang jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang;dan

(5) proyeksi populasi dan kepadatan penduduk
jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.

Penentuan Zona Perencanaan penyelenggaraan

SPALD untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang

yang mempertimbangkan:

(1) keseragaman tingkat kepadatan penduduk;

(2) keseragaman bentuk topografi dan kemiringan
lahan;

(3) keseragaman tingkat kepadatan bangunan;
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(4) keseragaman tingkat permasalahan
pencemaran air tanah dan permukaan;

(5) kesamaan badan air penerima; dan

(6) pertimbangan batas administrasi.

Penentuan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD

untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam

penyelenggaraan SPALD dengan

mempertimbangkan:

(1) kepadatan penduduk;

(2) beban pencemaran/angka Biological Oxygen
Demand (BOD);

(3) angka kondisi sanitasi; dan

(4) angka kesakitan dari penyakit bawaan air.

b) Standar dan Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD

Standar dan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD berupa:

(1)

Standar teknis penyelenggaraan SPALD

Standar teknis penyelenggaraan SPALD paling sedikit

meliputi:

()

(b)

(©

cakupan rencana pelayanan SPALD-S minimal 60%
(enam puluh persen);

daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha
diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan
minimal memiliki IPAL skala permukiman;

daerah dan/atau kawasan dengan jumlah
penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa
dan telah memiliki tangki septik, diharapkan
memiliki sebuah IPLT; dan

pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat
menghasilkan effluen air limbah domestik yang

tidak melampaui

Kriteria penyelenggaraan SPALD

Kriteria penyelenggaraan SPALD meliputi:

()

karakteristik air limbah domestik pada Zona
Perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air
limbah domestik;

proyeksi timbulan dan beban organik air limbah

domestik pada Zona Perencanaan;
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(c) jenis SPALD pada Zona Perencanaan;
(d) kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-S;
dan

(e) kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-T.

Rencana Program Penyelenggaraan SPALD;

Program penyelenggaraan SPALD mencakup persentase target

dan biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang yang

terdiri atas:

1)
2)
3)

4)

program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-S;
program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-T;
program pengembangan kelembagaan dan SDM, yang
diarahkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
SPALD secara proporsional antara regulator dan operator
(kelembagaan operator penyelenggaraan SPALD
diarahkan pada peran serta masyarakat atau pelaku
usaha); dan

program pengembangan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan SPALD.

Tahapan Pelaksanaan Program

Program penyelenggaraan SPALD yang telah disusun,

kemudian dirinci berdasarkan jangka waktu perencanaan

(jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek).

(1)

Rencana Jangka Panjang

Rencana jangka panjang merupakan perencanaan
penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun
mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan
strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan.
Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan perencanaan
penyelenggaraan SPALD sampai S (lima) tahun
mendatang, rencana pembangunan prasarana dan
sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan
yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk
penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan

perencanaan.
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(3) Rencana Jangka Pendek /Tahap Mendesak
Rencana jangka panjang merupakan perencanaan
penyelenggaraan SPALD sampai 1 - 2 tahun kedepan
rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah
domestik yang diprioritaskan pada pemenuhan
kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air

limbah domestik.

Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD berasal dari APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pelaku wusaha, dan
masyarakat. Pembiayaan tersebut dirinci berdasarkan program

yang ditetapkan.

Konsultasi Publik Rencana Induk

Rencana Induk SPALD harus disosialisasikan untuk mendapatkan

masukan dan tanggapan dari stakeholder sebelum ditetapkan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, dihadiri antara lain:

a) instansi yang menangani pengendalian pencemaran air, air
limbah domestik, dan infrastruktur;

b) pelaku usaha;

c) tokoh masyarakat;

d) Perguruan Tinggi; dan

e) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok masyarakat.

Legalisasi Rencana Induk (Peraturan Kepala Daerah)

Tahapan terakhir dalam penyusunan rencana induk yaitu
Rencana Induk yang telah dikonsultasi publik ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota.
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BAB 1II
STUDI KELAYAKAN

PENGERTIAN STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan pengembangan SPALD adalah suatu studi untuk
mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu
wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, keuangan dan
ekonomi.

Studi kelayakan pengembanganSPALD wajib disusun berdasarkan:

1. Rencana Induk pengembangan SPALD yang telah ditetapkan;

2. rencana program pengembangan SPALD pada Zona Prioritas; dan
3. kegiatan pengembangan SPALD pada Zona Prioritas.

Sementara bagi Kabupaten/Kota yang belum terdapat Rencana Induk
SPALD, studi kelayakannya disusun berdasarkan Buku Putih Sanitasi
(BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

Maksud penyusunan studi kelayakan pengembangan SPALD yaitu agar

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki acuan teknis dalam

melaksanakan perencanaan pengembangan SPALD berdasarkan hasil

pengkajian teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan terhadap
kegiatan pengembangan SPALD.

Tujuan penyusunan studi kelayakan Pengembangan SPALD yaitu:

1. pelayanan air limbah domestik yang kontinu,;
perlindungan permukiman dari pencemaran air limbah domestik;
pengolahan air limbah domestik untuk memenuhi baku mutu
efluen air limbah domestik;

4. teridentifikasinya lembaga dan SDM dalam menyelenggarakan
SPALD;

S. pelayanan air limbah domestik yang terjangkau oleh masyarakat
atau pengguna layanan;

6. teridentifikasinya risiko lingkungan dan rencana tindak mitigasi
terhadap risiko lingkungan dari kegiatan pengembangan SPALD;
dan

7. teridentifikasinya biaya dan sumber biaya dalam

menyelenggarakan SPALD.
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C. KLASIFIKASI STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan pengembanganSPALD dapat berupa :

1.  Studi Kelayakan
Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan,
dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu
kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD,
dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus
ribu) jiwa

2. Justifikasi Teknis dan Biaya
Justifikasi teknis dan biaya adalah kajian kelayakan teknis dan
keuangan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau
seluruhkomponenSPALD, dengan cakupan layanan kurang dari

100.000 (seratus ribu) jiwa.
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PERSIAPAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

!

PENGKAJIAN KELAYAKAN
TEKNIS

I

s s 8w

Rencana Teknis
Kehandalan konstruksi
Kemudahan Operasional
Kebutuhan air dan energi
Kebutuhan SOM

ANALISIS RISIKO LINGKUNGAN

. = o w

+ Pencemaran udara;

Pencemaran air permukaan
dan air tanah dalam;
Pencemaran tanah;
Kebisingan;

Lalu lintas;

Kesehatan dan keselamatan
manusia; dan

* estetika

l

PENGKAJIAN KELAYAKAN
KEUANGAN DAN EKONOMI

Analisis kelayakan
keuangan [PBP, FNPV, FIRR)
Analisis kelayakan ekonomi
| ENPV; EIRR, E B/C}

Gambar 4 Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan SPALD

Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan SPALD terdiri atas:

Tahap 1. Persiapan penyusunan Studi Kelayakan SPALD

1)
2)

Tahap 2. Pengkajian kelayakan teknis

Pembentukan tim penyusun studi kelayakan SPALD.
Penyamaan persepsi dan orientasi dalam penyusunan

studi kelayakan SPALD.
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Kajian kelayakan teknis SPALD merupakan analisis kegiatan
pengembangan komponen SPALD terhadap kriteria kajian
teknis yaitu:

1) rencana teknik operasional,

2) kebutuhan lahan;

3) kebutuhan air dan energi;

4) kemudahan dan kehandalan konstruksi;

5) kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan;

6) kemudahan suku cadang;

7) umur teknis; dan

8) kebutuhan sumber daya manusia.

Kajian teknis dapat dilaksanakan terhadap beberapa

alternatif pengembangan SPALD, yang disajikan secara jelas

dan akan dipilih alternatif yang terbaik oleh tim teknis.

Alternatif pililhan merupakan alternatif terbaik ditinjau

berdasarkan kriteria kajian. Perkiraan nilai proyek/investasi

berdasarkan alternatif yang dipilih, dengan tingkat

akurasinya 90-95%.

Tahapan pengkajian kelayakan teknis:

1) Identifikasi rencana kegiatan pengembangan SPALD
dalam tahapan dan Zona Prioritas yang tercantum pada
Rencana Induk SPALD.

Rencana program dan kegiatan pengembangan SPALD
yang akan dikaji ditujukan pada daerah yang ditentukan
sebagai tahapan dan Zona Prioritas.

2) Pengumpulan data daerah pengembangan SPALD pada
Zona Prioritas
Gambaran daerah pengembangan SPALD meliputi:

a) deskripsi Zona Prioritas;

b) topografi;

c) iklim;

d) kualitas sungai dan rencana pengelolaan SDA,;
e) kualitas air tanah;

f) geologi,;

g) prasarana, sarana dan utilitas;

h) rencana penataan wilayah; dan

(
(
(
(
(
(
(
(
(

i) kependudukan.
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3) Perkiraan timbulan air limbah domestik
Perkiraan timbulan air limbah domestik ditentukan
berdasarkan:

(@) proyeksi penduduk dan perkiraan pengembangan
kawasan sesuai dengan  besaran = rencana
pengembangan; dan

(b) pemakaian air sesuai dengan kebutuhan domestik
dan kawasan.

4) Karakteristik timbulan air limbah domestik
Karakteristik timbulan air limbah domestik ditentukan
berdasarkan survei karakteristik timbulan air limbah
domestik.

S5) Kondisi sosialdan ekonomi
Kondisi yang perlu diperhatikan pada Zona Prioritas
meliputi:

(a) daerah dan/atau kawasan yang memiliki potensi
ekonomi tinggi, dihitung berdasarkan Pendapatan
Domestik Rerata Bruto (PDRB);

(b) daerah dan/atau kawasan dengan  tingkat
kesehatan yang buruk, dihitung berdasarkan SPM;

(c) kawasan rawan sanitasi, khususnya air limbah
domestik, berdasarkan studi antara lain EHRA;

(d) kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi,
>150.000 jiwa/Km?; dan/atau

() kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola
komponen SPALD, berdasarkan persentase
keikutsertaan dalam bimtek pengelolaan air limbah
domestik.

6) Pelaksanaan kajian kelayakan teknis rencana kegiatan
pengembangan SPALD pada tiap komponen SPALD yang
akan dikembangkan terhadap kriteria kajian teknis.

Analisis risiko lingkungan

Analisis risiko lingkungan meliputi analisis dampak negatif

pada lingkungan, baik pada saat pelaksanaan

konstruksidan/atau pengoperasian.Analisis risiko lingkungan
dilakukan terhadap aspek lingkungan pada area yang

diperkirakan akan terkena dampak langsung atau tidak
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langsung dari kegiatan pengembangan komponen SPALD,

serta meninjau dampak lanjutan terhadap dampak negatif

yang dapat timbul.

Analisis risiko lingkungan dianalisis berdasarkan:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pencemaran udara;

pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
pencemaran tanah;

kebisingan;

lalu lintas;

kesehatan dan keselamatan manusia; dan

estetika.

Hasil analisis risiko lingkungan digunakan untuk menyusun

rencana tindak mitigasi dalam setiap tahap pelaksanaan

konstruksi dan pengoperasian SPALD.

Pengkajian kelayakan keuangan dan ekonomi

1)

Umum
Pengkajian kelayakan keuangan dilaksanakan untuk
mendapatkan gambaran proyeksi keuntungan keuangan
terbaik bagi penyelenggara dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan pengkajian kelayakan ekonomi disusun
dengan cara analisis ekonomi untuk mendapatkan
gambaran manfaat yang diterima oleh masyarakat untuk
mewujudkan peningkatan kesehatan, produktivitas
masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
Dalam menyusun pengkajian keuangan dan ekonomi
SPALD, hal yang harus diperhatikan diawali dengan
penentuan tahun proyeksi. Jumlah atau lama tahun
proyeksi kelayakan keuangan dan ekonomi ditetapkan
sejak tahun pertama investasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan  SPALD dimulai sampai tahun
berakhirnya manfaat dari investasi. Tahun proyeksi
berdasarkan lingkup kegiatan sebagai berikut:

(@) jumlah tahun proyeksi kelayakan keuangan dan
ekonomi kegiatan SPALD-S (IPLT) minimal 20
tahun; dan

(b) jumlah tahun proyeksi kelayakan keuangan dan

ekonomi kegiatan SPALD-T minimal 20 tahun.
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Pelaksanaan kajian kelayakan keuangan dan ekonomi
kegiatan pengembangan SPALD harus memperkirakan
seluruh biaya yang timbul dan manfaat yang timbul dari
kegiatan investasi dan pengoperasian serta
memperkirakan selisih atau membandingkan antara
biaya dan manfaat selama tahun proyeksi. Analisis biaya
dan manfaat pada kegiatan pengembangan SPALD perlu
mempertimbangkan hal-hal seperti:

(@) manfaat secara keuangan dan ekonomi baik
langsung maupun tidak langsung, yang terukur
maupun tidak terukur pada institusi pengelola
maupun masyarakat;

(b) peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas
masyarakat; dan

(c) faktor ekonomi lingkungan.

Komponen biaya dan manfaat

Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPALD

dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu biaya investasi

serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan.

(@) Biaya Investasi
Biaya investasi merupakan biaya yang digunakan
untuk perencanaan, pengadaan dan konstruksi
SPALD
Dalam menentukan biaya investasi pengembangan
SPALD perlu mempertimbangkan hal sebagai
berikut:

(1) Investasi prasarana dan sarana pengembangan
SPALD (SPALD-S dan SPALD-T);

(2) perhitungan kelayakan keuangan dan ekonomi
kegiatan pengembangan SPALD harus
memperhitungkan perbedaan  karakteristik
biaya yang timbul antara lain:

a. perluasan/penambahan prasarana yang
sudah ada; dan/atau
b. pembangunan prasarana pada daerah

atau kawasan baru
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(3) perkiraan biaya investasi dan pengembalian

modal

a.

Seluruh biaya investasi yang diperlukan
dalam kegiatan pengembangan SPALD
harus memperkirakan investasi awal dan
investasi lanjutan yang diperlukan sesuai
tahapan pengembangan SPALD termasuk
investasi penggantian (replacement) aset
yang sudah usang.

Pengembalian modal investasi harus
memperkirakan perhitungan depresiasi
(penyusutan) terhadap prasarana dan
sarana terbangun. Perhitungan depresiasi
masing-masing prasarana dan sarana
dihitung bedasarkan standar usia/umur
manfaat prasarana dan sarana.

Apabila biaya investasi prasarana dan
sarana SPALD bersumber dari dana
pinjaman(sebagian atau sebagian besar),
makabunga pinjaman harus
diperhitungkan dalam komponen

pengembalian modal.

Komponen biaya investasi SPALD dapat dicermati

pada tabel berikut ini:

JDIH Kementerian PUPR



(b)

-7 -

Tabel 1 Komponen

pengembangan SPALD

biaya

investasi kegiatan

Komponen Biaya Investasi SPALD Setempat untuk
pembangunan IPLT
1. Komponen biava engineering, terdiri dari:

a. biaya-biaya surver dan investigasi;

b. studi kelayakan:

¢. rencana tekmk terinei;

d. analisis risiko lingkungan:

e. public campaign;

f. penyusunan Standar

(SOP); dan
g. biaya supervisi dan sebagainya.

. Komponen biaya pembebasan lahan untuk IPLT,

5

terdir: dari:

a. pembebasan lahan unmk IPLT;

b. pembebasan lahan untuk jalan akses IPLT
3. Komponen biaya konstruksi untuk IPLT

a. biaya perataan tanah IPLT dan buffer zone.
b. biaya pekerjaan sipil IPLT dan buffer zone,
c. biaya pekerjaan M/E IPLT.

d. biaya pekerjaan landscape.

€. biaya pekerjaan jalan akses;

f. biaya pekerjaan jalan operasional
Komponen biaya pengadaan truk tinja:

a. kapasitas truk tinja

b. jumlah kebutuhan truk tinja

c. harga satuan truk tinja

Operasional  Prosedur

Komponen Biaya Investai SPALD Terpusat
1. Komponen biaya engineering, terdiri dar:
a. biaya-biaya survei dan investigasi:
b. studi kelayakan;
c. rencana teknik terinei;
d. analisis risiko lingkungan;
e. public campaign,
f. penyusunan Standar Operasional Prosedur
|SOP); dan
g biaya supervisi dan sebagainya.
2. Komponen biaya pembebasan lahan, terdin dan:
a pembebasan lahan untul IPAL;
b. pembebasan lahan untuk jalan akses IPAL; dan
c. pembebasan lahan untuk pipa induk (Main
Trunk).
Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biava
ganti rugl tanah dan bangunan
3. Komponen biaya konstruksi
Komponen biaya konstruks: SPALD-T yang
meliputi:
a. biaya konstruks jaringan perpipaan meliput:
1

pipa persil

2} pipa retikulasi

3

pipa induk

bangunan pelengkap pada sistem jaringan

5} perbaikan prasarana eksisting yang terkena

dampak pembangunan perpipaan
b. Biaya konstruksi IPAL, meliputi:
1
2]
3) biaya pekerjaan M/E IPAL;

biaya pekerjaan tanah IPAL dan buffer zone;

biaya pekerjaan civil IPAL dan buffer zone:

biaya pekerjaan landscape; dan

5

biayva pekerjaan jalan operasional.

Biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPALD

Biaya pengoperasian dan pemeliharaan merupakan
biaya yang timbul untuk mengoperasikan prasarana
terbangun agar mampu memberi manfaat pelayanan
kapasitasnya

sesuai secara berkelanjutan dan

berdaya guna sesuai umur rencananya. Biaya
pengoperasian dan pemeliharaan SPALD dihitung
dalam satuan Rupiah/tahun.

Biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPALD perlu
mempertimbangkan hal berikut:

(1) seluruh biaya pengoperasian dan pemeliharaan
yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana
dan prasarana terbangun sesuai SOP harus
diperkirakan dalam satuan Rupiah/tahun serta

diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan
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memperhitungkan peningkatan biaya
pengoperasian; dan

(2) seluruh biaya umum dan administrasi yang
diperlukan untuk membiayai pengoperasian
lembaga pengelola harus diperkirakan dalam
Rupiah/tahun serta diproyeksikan selama
tahun proyeksi dengan memperhitungkan
perkiraan tingkat inflasi dan pengembangan
kapasitas lembaga pengelola.

Komponen biaya pengoperasian dan pemeliharaan

SPALD dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Komponen biaya pengoperasian dan

pemeliharaan SPALD

Kompenen Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Komponen Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan
SPALD-S SPALD-T
1. Komponen Biaya Pengoperasian dan Pemeltharaan 1. Komponen biaya pengoperasian dan
IPLT. pemeliharaan Pipa Pengumpulan

a. Biaya Pengoperasian IPLT a. Biava pengoperasian

1) Biaya gaji operator dan perlengkapan 1) Biaya gaji; dan

kerja.operator; 2) Biaya peralatan

2) Biaya material habis pakai (listrik, BBM, 5. Blays pediiélharaan

dan sebagainya); dan ~

3) Biaya peralatan pengoperasian. 1) Haym pemdiharasy  wbn! upa
s pengumpulan; dan

b, Biay liharaa i ; 5
sy Pemslibarenn 2) Biaya pemeliharaan berkala pipa

1) Pemeliharaan rutin instalasi; pengumpulan.
2) Pemeliharaan berkala instalasi; dan 2. Komponen Biaya pengoperasian dan
3) Pemeliharaan bangunan penunjang. pemeliharaan [PAL
2. Komponen Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan a. Biaya Pengoperasian
Sedot dan Angkut 1) Biaya gaii:
a. Biaya Pengoperasian 2) Biaya material; dan
1) Biaya gaji tenaga operator dan 3] Biaya peralatan.
perlengkapan kerja operator; b. Biaya Pémiskhardsn

2) Biaya material habis pakai (BBM, dan

sebagainya); dan 1) Pemeliharaan rutin IPAL; dan

2) Pemeliharaan berkala IPAL.

3. Komponen Biaya Umum dan Administrasi,

3) Biaya peralatan pengoperasian.

b. Biaya Pemeliharaan

: _ R meliputi
1) Pemeliharaan rutin truk tinja (ganti olie, ) B .
dan sebagainya); dan a. Biaya gaji staf dan manajemen;
2) Pemeliharaan berkala (ganti ban, b. Biaya material habis pakai
kopling). {ATK telkomunikasi, listrik); dan
3. Komponen Biaya Umum dan Administrasi c. Biaya peralatan kantor (komputer, printer,
Komponen biaya umum dan administrasi kendaraan pengoperasianonal, dan
meliputi: sebagainya).
a.  Biaya gap staf dan manajemen; 4. Komponen Biaya Penyusutan
b. Biaya material habis pakai (ATK, telpon, a. Biaya Penyusutan Pipa Pengumpulan

listrik, dan sebagainya): dan i} Penyumitan pipa pecatl;

¢. Biaya peralatan kantor (komputer, printer, 2)
kendaraan pengoperasian, dan sebagainya).

Penyusutan pipa retikulasi; dan

3) Penyusutan pipa induk.

4. Komponen Biaya Penyusutan b. Biaya Penyusutan IPAL
Komponen biaya penyusutan meliputi: 1] Penyusutan bangunan instalasi;
a. Biaya penyusutan truk tinja; 21 Penvusutan M/E: dan
b.  Biaya penyusutan IPLT; dan 3) Penyusutan bangunan pesnunjang.
c. Biaya penyusutan kantor umum dan ¢. Biaya Penyusutan Kantor Administrasi
administrasi.

1) Penyusutan bangunan kantor;
2) Penyusutan peralatan kantor; dan

3) Penyusutan lain-lain.
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Komponen Manfaat Keuangan dan Ekonomi

(1)

Manfaat Keuangan

a. Seluruh potensi retribusi/tarif yang akan
diterima oleh lembaga pengelola sebagai
akibat dari pelayanan air limbah domestik
harus diperkirakan berdasarkan perkiraan
jumlah pelanggan yang dilayani dan
perkiraan retribusi/tarif rata-rata setiap
tahun.

b. Proyeksi kenaikan jumlah pelanggan air
limbah domestik harus dihitung
berdasarkan skenario peningkatan jumlah
pelanggan hingga tercapainya kapasitas
optimum (Full Capacity) sesuai dengan
rencana teknis proyek.

c. Proyeksi kenaikan tarif air limbah
domestik  memperhitungkan  proyeksi
kenaikan biaya pengoperasian.

d. Struktur Retribusi/TarifAir Limbah
Domestik
Mengingat pelanggan air limbah domestik
berasal dari berbagai tingkat dan golongan
masyarakat yang berbeda kemampuan
keuangan/daya belinya, maka perkiraan
pendapatan  Retribusi/Tarifair  limbah
domestik harus memperhitungkan:

1. perkiraan Retribusi/Tarif per
golongan pelanggan dan per jenis
pelayanan; dan

2. perkiraan jumlah pelanggan per
golongan pelanggan dan per jenis
pelayanan.

Perkiraan  Tarif/Retribusi  per  golongan

pelanggan  harus  direncanakan  sebagai

Tarif/Retribusiterdiferensiasi untuk penerapan

subsidi  silang kepada pelanggan yang

berpenghasilan rendah.
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Perkiraan struktur Retribusi/Tarif  dan

Retribusi/Tarifper golongan pelanggan, harus

memperhitungkankomponen perkiraan tarif

pelayanan air limbah domestik sebagai berikut:

a. biaya pengoperasian dan pemeliharaan;

b. biaya depresiasi atau amortisasi,

c. biaya pinjaman (pokok dan bunga) untuk
kegiatan @ yang menggunakan  dana
pinjaman;

d. biaya umum dan administrasi; dan

e. biaya pengembalian modal.

Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi merupakan seluruh manfaat

ekonomi yang timbul dari keberadaan kegiatan

pengembangan SPALD yang harus
memperkirakan:

a. manfaat ekonomi kegiatan pengembangan
SPALD yang dapat diukur dengan nilai
uang (tangible) baik berupa manfaat
langsung (direct) maupun manfaat tidak
langsung (indirect) harus dikonversikan
dengan standar konversi dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan
kaidah ekonomi yang diperhitungkan
dalam satuan Rupiah/tahun; dan

b. manfaat ekonomi kegiatan pengembangan
SPALD yang tidak dapat diukur dengan
nilai uang (intangible) harus dijelaskan
dengan menggunakan data statistik yang
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam satuan Rupiah/tahun.

Komponen manfaat ekonomi SPALD dapat

dicermati pada tabel berikut ini:
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Tabel 3 Komponen manfaat ekonomi SPALD

Komponen manfaat yang dapat diukur dengan mlm uang,

meliputi

| 9

Manfaat Langsung

a. Pemanfaatan lumpur tinja sebagai pupuk

b, Pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi
Manfaat Tidak Langsung

a. Peningkatan nilai harga tanah dan bangunan
b. Peningkatan lkualitas air untuk umum
¢. Peningkatan sanitasi umum

d. Pemingkatan lingkungan hidup

dari  sektor

e. Pemungkatan pendapatan

panwisata

Komponen manfast yang tidak dapat diukur dengan uang

meliputi;

1.

2
4

Pengurangan tingkat pencemaran

. Meningkatnya kesehatan masyarakat
. Terjaganyn kelestanan sumber daya aur

. Penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh

pencemaran air imbah

ekonomi

Langkah pelaksanaan kajian kelayakan keuangan dan

Langkah pelaksanaan kajian kelayakan keuangan dan

ekonomi pada kegiatan pengembangan SPALD disajikan

pada Gambar 5.

antast Ekonoml ‘
L

TarifyRetrits

Penyesuaian

Depresiasi
{Rpthn}

Hunga
Irvestasl
|Rp/tha)

Mariaat
tangilbe

Marsat
inangible [

Milal investasl,
Binya Operasiansl
Sumber pendanaan

.| Pendapatan |
| l

‘ Kafan kelayshian il
keuangan Layak
Prayeks| Laporan Kritoria; PBP, ENPY L ——
% J FIRA
Tahap [T
Pengambalian | ek
o modal (Apfthn] | ke_l f [#3]
Blaya O/ Tidal 1) |
[Refthn) = - 1 1
\ 1
= i -
| I 1
[ 3 :
A v
I
i L5 ¢ ¥
1 Kiteria: ENPY daksanakan | |
i ESE, B/C Alatio 1
1
Wanfaat !
1
; 1

e Alur Kajian Kelayakan Keuangsn

= = = Alir Kafian Kelayakan Ekoram

Tahap
ke-2

Gambar 5 Diagram Alir Kajian Kelayakan Keuangan dan

Ekonomi

Langkah pelaksanaan pengkajian kelayakan keuangan

dan ekonomi:

Langkah 1.

Melaksanakan

keuangan

pengkajian

kelayakan
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Sasaran dari analisis keuangan ini untuk
mengetahui apakah kegiatan yang akan
dilaksanakan dari segi keuangan dinilai
layak. Penilaian kelayakan didasarkan
atas hasil perhitungan parameter
kelayakan. Investasi disebut layak apabila
hasil perhitungan parameter kelayakan
tersebut minimal sama dengan batasan
kelayakan yang ditetapkan. Selain itu
diperhitungkan juga nilai DSCR agar
perusahaan diproyeksikan mempunyai
dana yang cukup untuk membiayai
pengoperasian seluruh fasilitas yang ada,
dan dapat membayar kembali seluruh
pinjaman beserta bunganya apabila
menggunakan dana pinjaman.

1. Mengumpulkan data  pengkajian

kelayakan keuangan yang meliputi:

a) tingkat inflasi;

b) jangka waktu proyek;

c) Dbiaya investasi,

d) Dbiaya pengoperasian dan
pemeliharaan;

e) biaya umum dan administrasi;

f)  kondisi dan persyaratan
pinjaman (apabila menggunakan
pinjaman)

g) biaya penyusutan; dan

h) retibusi atau tarif.
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Menyusun laporan keuangan kajian
kelayakan keuangan dengan
membandingkan pendapatan yang
bersumber dari retribusi atau tarif
dengan biaya yang ditimbulkan, baik
berupa biaya pengoperasian maupun
biaya pengembalian modal.

Menganalisis proyeksi laporan

keuangan terhadap kriteria kelayakan

keuangan

Kelayakan keuangan dianalisis
berdasarkan:

a) Periode pengembalian

pembayaran (Pay Back Period)
Formulasi perhitungan
kelayakan metode Pay Back

Period sebagai berikut:

Total investment

Payback period = — -
Cash inflow (net profit)

keterangan :
Payback period = jangka waktu
pengembalian
Total investment = total investasi atau
total proyek
Cash inflow = aliran kas proyek

(nilai bersih)
b) Nilai keuangan kini bersih
(Financial Net Present
Value/FNPV)
Formulasi perhitungan Financial
Net Present Value (FNPV) sebagai
berikut:
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APr=y— 4+ L
S+r) A+
keterangan:
NPV = Nilai sekarang dari investasi (Net

Present Value)
I

Modal awal (investment)

CF = Cash flow tiap tahunnya

r = tingkat bunga (interest rate) %

n = tahun ke-n

c) Laju pengembalian keuangan
internal (Financial Internal Rate
of Return/ FIRR)

Formulasi perhitungan
kelayakan dengan metode
Financial Internal Rate of Return

(FIRR) sebagai berikut:

(J:% I = CF

iw(1+FIRR) (1+FIRRY

keterangan:
FIRR = Tingkat Bunga Kegiatan
(Financial Internal Rate of
Return)
I = Modal awal (investment)
CF

Cash Flow tiap tahunnya

n = tahun ke-n

Membandingkan hasil perhitungan dengan

batas kelayakan keuangan yang
ditentukan sebelumnya. Penilaian
kelayakan membandingkan antara

manfaat secara keuangan dengan biaya

(modal dan operasional) yang dikeluarkan.

Hasil perhitungan disebut positif terhadap

batas kelayakan keuangan apabila :

1. Pay back period maksimal sama
dengan jumlah tahun yang
ditentukan;

2. NPV positif; dan/atau
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3. FIRR minimal sama dengan nilai yang
ditetapkan.

Kegiatan pengembangan komponen SPALD

dinyatakan layak secara keuangan artinya

kegiatan dapat memberikan hasil lebih
dari pengembalian modal secara
komersial.

Apabila hasil perhitungan negatif terhadap

batas kelayakan keuangan maka:

1. dilakukan penyesuaian terlebih
dahulu terhadap nilai investasi, biaya
operasional, @ sumber pendanaan,
Retribusi/Tarif; atau

2. Apabila  hasilnya tetap berada
dibawah penilaian kelayakan
keuangan maka penilaian kelayakan
dilanjutkan dengan penilaian
kelayakan secara ekonomi.

Melaksanakan kajian kelayakan ekonomi
Mengumpulkan data untuk pengkajian
kelayakan ekonomi yang meliputi
penyusun laporan keuangan kajian
kelayakan ekonomi denganmenganalisis
proyeksi laporan ekonomi terhadap
kriteria kelayakan ekonomi.

Kelayakan ekonomi dianalisis

berdasarkan:

1. Nilai ekonomi kini bersih (Economic
Net Present Value/ ENPV)

Formulasi perhitungan Economic Net

Present Value (ENPV)sebagai berikut:
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e =% -1 _+ F_
m+r) (A+r)
keterangan:
ENPV = Nilai sekarang dari investasi

I = Modal awal (investment)
CF = Cash flow tiap tahunnya
r = tingkat bunga (%)
n = tahun ke-n
2. Laju pengembalian ekonomi internal
(Economic Internal Rate of
Return/ EIRR)
Formulasi Economic Internal Rate of
Return (EIRR) sebagai berikut:
I CF

D:% 3
= (1+EIRR) (1+EIRR)

keterangan:

EIRR = Tingkat Bunga Kegiatan (Economic
Intermal Rate of Return)

I = Modal awal (investment
CF = Cash Flow tiap tahunnya

n = tahun ke-n

3.  Economic Benefit Cost Ratio
Formulasi Economic Benefit Cost

Ratiosebagai berikut:

a Benefit,

HI' B t=0 (1 4+ ()t
C watio = . Cost

t u(l n I)I’

2/
Rl PVeasininerows
— Ratio =
C

i
Py CASH OUTFLOWS

keterangan:

PV Cash inflows  =Nilai sekarang dari
manfaat

PV Cash outflows =Nilai sekarang dari biaya

Langkah 4. Membandingkan hasil perhitungan dengan
batas kelayakan ekonomi yang ditentukan
sebelumnya. Penilaian kelayakan
membandingkan antara manfaat yang

diterima dengan biaya yang dikeluarkan.
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Hasil perhitungan positif terhadap batas

kelayakan ekonomi apabila:

1. NPV Positif;

2. EIRR minimal sama dengan nilai yang
ditetapkan;

3. Benefit Cost Ratio>1.

Maka proyek ini dinyatakan layak secara

ekonomi. Proyek layak secara ekonomi

artinya proyek ini dapat memberikan
manfaat ekonomi yang baik pada
masyarakat.

Apabila hasil perhitungan kajian ekonomi

tidak sesuai dengan parameter kelayakan

ekonomi yang telah ditentukan, maka:

1. dilakukan penyesuaian terlebih
dahulu terhadap biaya investasi,
biaya pengoperasian, sumber
pendanaan, Tarif/Retribusi; dan

2. iterasi dilakukan secara berulang
hingga mendapatkan hasil yang
positif dengan demikian maka dapat
dipertimbangkan untuk kelanjutan

rencana investasi ini.
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BAB III
PERENCANAAN TEKNIK TERINCI

UMUM

Perencanaan teknik terinci SPALD merupakan rencana rinci
pembangunan SPALD pada daerah atau kawasan dalam Sub-sistem
Pengolahan Lumpur Tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen
SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan Teknik
Terinci.

Perencanaan teknik SPALD disusun berdasarkan:

rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;

hasil studi kelayakan SPALD;

kepastian sumber pembiayaan;

kepastian lahan; dan

o kK O b =

hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait.

Lingkup perencanaan teknik SPALD:

1. perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;

2. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;

3. baku mutu air limbah domestik;

4. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen
SPALD yang direncanakan,;

5. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen
SPALD;

6. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan

termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan

perencanaan; dan

7. penyusunan SOP komponen SPALD.

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIK TERINCI

Dokumen Perencanaan Teknik Terinci terdiri dari dokumen laporan

utama dan dokumen lampiran.

Dokumen laporan utama memuat:

1. Perencanaan pola penanganan SPALD
Perencanaan pola penanganan SPALD memuat penjelasan pola
penangan SPALD-S dan SPALD-T yang akan direncanakan, serta
penjelasan komponen SPALD yang akan dibahas lebih rinci pada

perencanaaan teknik terinci.
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Perencanaan komponen SPALD

Perencanaan

komponen SPALD terdiri dari perencanaan

komponen SPALD-S dan SPALD-T.

a) Perencanaan Komponen SPALD-S

|

( ( LY \
Komponen PENGOLAHAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN LUMPUR
SPALD-S SETEMPAT TINJA
b J . i J
‘L-""' ‘J---l’ -L_,'-
e N N N
o A < - i b lle
Survei RRRE SRR Survei pemetaan LLTT Surve: Geolistrik dan
SPALD-S | Topografi
\ A < \ S\ -
{1 L1 'S
-‘\ . .
‘/- Penentuan Jumlah\ K Penentuan wilay -\ / e Perhitungan timbulan :u:\\

PROSES PENYUSUNAN

* N

limbah di wilayah

jwa/SR pelayanan. v
Perhitungan » Perhitungan jumlah p_'acll‘ i _—
imbab per o e . Analis lusitss i
limbah per orang e Perhi an wnalisis kualitas

(L/of h"p ) Izebumml?a?:n truk dan hmbah dan baku mutu
Penentuan Unit ritasi yang digunakan
penunjang + Perkiraan Biaya e Penentusn alternatif

pengolahan lumpur umja

* Penentuan sistem
pembuangan akhir air
limbah

* Penentuan bangunan
pelengkap

e Permtungan desain

e Gambar dan Spesifikasi
teknis

/ ¢ Perliraan Biaya

» Dolkumen Pelaksanaan
Kegiatan
s SOP

\ .,/ * Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan
e SOP

* L/o/h = liter per orang per hart |

* Penzinan

1)

. J

Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengolahan

Setempat

Perencanaan teknik terinci Sub-sistem Pengolahan

Setempat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

()

(b)

()

Penentuan Jumlah Jiwa dan Rumah

Penentuan jumlah jiwa dan rumah berdasarkan
hasil pengumpulan data penduduk dan jumlah
rumah di daerah atau kawasan pelayanan SPALD-S.
Perhitungan Timbulan Air Limbah Domestik
Perhitungan timbulan air limbah domestik
berdasarkan penggunaan air minum (PDAM) atau
sumur air tanah. Data penggunaan air minum
dapat diperoleh dari PDAM dan hasil survei.

PerencanaanUnit Pengolahan Setempat
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Perencanaan unit pengolahan setempat ditentukan
berdasarkan skala pengolahan dan konsep
pengolahan. Perencanaan unit pengolahan setempat
berdasarkan skala pengolahan terbagi atas skala
individual dan komunal. Perencanaan unit
pengolahan setempat berdasarkan konsep
pengolahan terbagi atas pengolahan setempat
tercampur (black water dan grey water) dan
pengolahan setempat terpisah (pemisahan black
water dan grey water). Unit pengolahan setempat
terdiri dari cubluk kembar, tangki septik dan MCK.
(1) Perencanaan Cubluk Kembar
Cubluk merupakan unit pengolahan setempat
dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri
atas lubang yang digali secara manual dengan
dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari
pasangan batu bata berongga, sistem ini
berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja
dan juga media peresapan dari cairan yang
masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset
leher angsa agar dapat mencegah bau
menyebar dan berkembang biaknya lalat dan
serangga lainnya di dalam perpipaan atau
ruang cubluk itu.
Persyaratan teknis perencanaan cubluk
kembar dilaksanakan dengan persyaratan

teknis dan kriteria desai berikut ini.

Tabel 4 Persyaratan teknis perencanaan cubluk

kembar

No | Kategori perencanaan Ketentuan

Kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar

2. Jarak minimum 10 m

dengan sumber air

3. Ketinggian muka air >2 meter
tanah
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Umur penggunaan S - 10 tahun

Bentuk cubluk Bujur sangkar atau

silinder

Contoh gambar teknis cubluk kembar

s = Tendas jonghok

Saluran penghubung 4

Tutup bak kpnrrot

Bak kopirgy

~
Tutup Eubluk,

dinding atas

: ——— Cubluk

Gambar 6 Gambar teknis cubluk kembar

bentuk bujur sangkar

g Tutup hak komrgl

Tandas jongkok

Saluran penghubung =
@ mimimal 160 mm >N

R

Tutup Cubiuk

Cubluk

Gambar 7 Gambar teknis cubluk kembar

bentuk silinder

Kriteria Teknis Perencanaan Cubluk Kembar

a. Ketentuan kloset dengan leher angsa yang

harus dipenuhi sebagai berikut:

1. kloset dengan leher angsa harus

dipasang sedemikian rupa, sehingga
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perapat air dapat berfungsi menahan
bau yang timbul dari cubluk;

2. kloset diletakkan dekat cubluk
dengan cara menyalurkan tinja
melalui pipa tahan korosi;

3. jarak  maksimum letak = kloset
terhadap cubluk adalah 8 meter dan
hindari penggunaan belokan 90°; dan

4. diameter pipa penyalur minimal 100
mm dengan kemiringan sekurang-
kurangnya 2,5%.

Penampang cubluk dapat berbentuk bulat
atau bujur sangkar.
Jarak antara 2 lubang sumuran cubluk
kembar minimal sama dengan kedalaman
cubluknya.
Jarak terhadap muka air, jarak vertikal
antara dasar cubluk kembar dengan muka
air tanah di bawahnya minimum 2 m.
Cubluk dilengkapi dengan ventilasi yang
terbuat dari pipa berukuran 2 - 3 inchi
dengan tinggi minimal setinggi bangunan
kloset. Bagian atas ventilasi diberikan
sambungan T agar mencegah air hujan
masuk ke dalam ventilasi.

Komposisi antara jumlah pemakai cubluk

dan jarak antar cubluk dijelaskan dalam

Tabel 5.
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Tabel 5 Komposisi jumlah pemakai cubluk
kembar dengan kedalaman cubluk dan jarak

antara cubluk

No. | Jumlah Kedalaman | Jarak Minimal
Pemakai Cubluk Antara 2
Lubang Cubluk

(jiwa) (m) (m)
1. |5 1,50 1,50
2. |10 1,50 1,50
3. |15 1,65 1,65
4. |20 1,65 1,65

Sumber: Pt-S-09-2000-C

Tata cara perhitungan dimensi cubluk kembar
a. Volume cubluk dapat dihitung dengan

persamaan berikut:

V=133KxPxN

Keterangan:
V = volume cubluk ( m3)
K = Kapasitas perencanaan cubluk (m?/orang/tahun)

K untuk cubluk kering = 0.66 m3/orang
K untuk cubluk basah = 0.04 m3/orang/tahun
P =jumlah orang yang menggunakan kakus
N  =jumlah tahun digunakan cubluk sebelum dikuras

b. Acuan dimensi cubluk kembar bulat

berdasarkan jumlah pemakai, yaitu:

Jumlah Periode Ukuran Efektif Tebal Tutup =
Pemakai | Pengurasan | Diameter | Kedalaman Cubluk Serangan
WJiwa) Tahun) {m) {m) (mm]
5 2 1.0 1.5 50 Da,\'at resap tanah 900
L/m?2/hari
10 2 1,0 1,5 50 .
= = - - = Untuk lubang penguras
15 2 1,25 1,65 S0 A
minimum & 1 m terbagi
menjad: 2 bagtan
20 2 1,40 1,65 50
Tingg dinding kedap 0.5 m

Sumber: Pt-S-09-2000-C
c. Acuan dimensi cubluk kembar bujur
sangkar berdasarkan jumlah pemakai,

yaitu:
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Ukuran Efekuf
Cubluk,/Unit Keterangan

Sis1 Kedalaman

() im)

5 2 0,9 1,5

Jumlah Periode
Pemaka Pengurasan
WJiwal (Tahun)

Daya resap tanah 900 L/m?/hari

10
15
20

Sumber: Pt-5-09-2000-C

1,0 1,65 Tinggi dinding kedap 0,5 m.
1,25 1,65

ba|ha |k

(2) Perencanaan Tangki Septik
Perencanaan prasarana Tangki Septik
dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja,
persyaratan teknis dan kriteria desain sesuai
dengan standar yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan.
(3) Perencanaan MCK
MCK terdiri dari:
a. bangunan atas, berupa kamar mandi,
ruang cuci dan kakus;
b. bangunan bawah berupa tangki septik
sesuai dengan SNI;
c. prasarana dan sarana pendukung, berupa:
1. saluran drainase;
2. bangunan reservoir;
3. sistem perpipaan dan pompa; dan

4. sarana air bersih.

Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengangkutan

Perencanaan teknik terinci Sub-sistem Pengangkutan

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

()

Penentuan daerah atau kawasan pelayanan
Penentuan daerah atau kawasan pelayanan
dilakukan dengan pemetaan target layanan untuk
melihat potensi daerah atau kawasan layanan yang
menjadi calon pelanggan penyedotan tangki septik.
Kriteria daerah atau kawasan layanan yang
berpotensi menjadi area pelayanan penyedotan tinja
ditentukan berdasarkan kondisi sanitasi dan
karakteristik daerah dan kawasan.

Kriteria daerah atau kawasan pelayanan penyedotan
lumpur tinja berdasarkan kondisi sanitasi antara

lain:
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(1) data frekuensi penyedotan lumpur tinja, sesuai
catatan buku administrasi;

(2) wilayah dengan risiko sanitasi tinggi, khusus
untuk air limbah domestik;

(3) wilayah dengan muka air tanah tinggi dan
rawan banjir;

Karakteristik daerah atau kawasan pelayanan

penyedotan lumpur tinja berdasarkan:

(1) kawasan perkantoran,;

(2) kawasan sekolah, fasilitas umum;

(3) kawasan niaga dan komersil;

(4) permukiman teratur; dan

(5) permukiman padat dan tidak teratur.

Identifikasi jumlah tangki septik pada Zona Prioritas

Identifikasi jumlah tangki dilakukan berdasarkan

sensus. Sensus tangki septik bertujuan untuk

mendata kepemilikan tangki septik dan kondisi

tangki septik yang telah ada.

Sensus tangki septik meliputi:

(1) identitas responden;

(2) kondisi sosial ekonomi responden;

(3) penggunaan air bersih;

(4) kondisi unit pengolahan setempat dan kegiatan
pengurasan;

(5) kepemilikan jamban dan pembuangan air
limbah domestik;

(6) persepsi responden,;

(7) kondisi kesehatan responden; dan

(8) kemauan dan kemampuan untuk membayar
pengurasan tangki septik.

Penentuan sarana pengangkutan lumpur tinja

sesuai daerah atau kawasan pelayanan

Sarana pengangkutan lumpur tinja berupa truk

pengangkut lumpur tinja dan motor roda tiga

pengangkut lumpur tinja. Penentuan sarana

pengangkutan lumpur tinja ditentukan

berdasarkan:
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timbulan lumpur tinja yang akan ditangani

dalam satuan liter per hari;

kondisi topografi daerah yang akan dilayani;

jenis, lebar serta kondisi kualitas jalan yang

akan dilalui;

jarak dengan IPLT;

dana yang tersedia untuk menyediakan sarana

pengangkutan lumpur tinja.

Tabel 6 Spesifikasi teknis truk pengangkut lumpur

tinja

No

Unit/Volume

Spesifikasi

01

Truk

Truk memiliki 6 ban

Beban kendaraan memenuhi syarat untuk
jalan kelas II (Arteri Primer)

02

Kelengkapan Penunjang

Tangki

Material
Baja, fiber, atau bahan lain
Coating
Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia
Dimensi
Panjang 950 mm, lebar 900 mm, tinggi 80 mm
Volume efektif
3 meter kubik
Kelengkapan
e pipa ventilasi, lubang pemeriksa, bagian
inlet dengan check valve
e bagian outlet dengan check valve
¢ indicator volume transparan yang dapat
dibaca dari luar.

Pompa

- Pompa vakum yang disarankan bertipe
compressor dan vacuum pump, terbuat
dari bahan yang cocok untuk masing-
masing bagiannya. Vakum pompa lebih
kecil dari 750 mm Hg, putaran pompa
<500 - 1000 rpm, pompa harus cukup
pelumas dan dilengkapi dengan petunjuk
level minyak pelumas untuk keamanan
operasi.

- Sumber power pompa: tenaga penggerak
bias diambil dengan tenaga penggerak
truk dengan menggunakan roda gigi yang
cocok untuk pemindahan tenaga atau
dengan tersendiri yang dibawa truk.

- Selang penghisap minimal 50 meter dan
selang pembuang minimal 10 meter, harus
dilengkapi dengan sistem penyambung.
Selang pembuang tinja dibuat dari
pengawas dan mudah digulung
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Tabel 7 Spesifikasi teknis motor roda tiga pengangkut

lumpur tinja

No | Unit/Volume Spesifikasi
01 | Motor Roda | Motor memiliki roda tiga

Tiga Minimal kapasitas silinder 200 cc
02 | Kelengkapan Penunjang

Tangki Material

Baja, fiber, atau bahan lain
Coating
Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia
Volume efektif = minimal 600 liter,
disesuaikan dengan volume kebutuhan dan
beban maksimum motor roda tiga
Kelengkapan

e pipa ventilasi, lubang pemeriksa, bagian

inlet dengan check valve
¢ bagian outlet dengan check valve

Pompa Jenis pompa vakum atau sentrifugal dengan

tekanan maksimum 2,5 bar.
Kelengkapan : Selang

Kebutuhan jumlah wunit pengangkutan dapat

dihitung berdasarkan:

(1)

Kapasitas desain IPLT

Perhitungan jumlah truk tinja berdasarkan
kapasitas desain IPLT dan waktu operasional
dilakukan dengan menggunakan persamaan

berikut ini:

Keterangan :

SRt a y y g z k- . jam operasi truk ( jam/hari)
Ritasi sarana pengangkutan (rit funit fhari) = T LR PG (TaRT TRty
Ritasi sarana : Jumlah ritasi yang dibutuhkan untuk pengurasan
pengangkutan tangki septik PP (ritasi/unit/hari)
Jam operasi :  Waktu kerja dalam satu hari (jam/hari)
Durasi pengurasan : Waktu yang dibutuhkan untuk sekali pengurasan

tangki septik, mulai dan berangkat hingga kembali
ke kantor (jam/rit/ unit)

Kapasitas IPLT (m3 fhari)

t rye [ s - i =
}IHH[{U[! Sarana | cnyuny!\u! [“n”) Volume tangki{m?®) x Ritasi (ritfunit /hari)
Keterangan :
Jumlah sarana : Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan (unit)
pengangkutan
Kapasitas IPLT Kapasitas terpasang IPLT (m3/hari)
Volume tangki : Volume tangki sarana pengangkutan lumpur tinja (m3)

(2)

Jumlah rumah/tangki septik yang dilayani

Perhitungan jumlah sarana pengangkutan
berdasarkan jumlah rumah atau tangki septik
yang dilayani, dibutuhkan asumsi volume
setiap tangki septik, atau data volume tangki

septik berdasarkan hasil sensus tangki septik.
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Perhitungan jumlah sarana pengangkutan
dilaksanakan dengan persamaan berikut ini:

Kapasitas pengolahan lumpur tinja
jumlah tangki septik x volume tangki septik

B periode penyedotan X juml. hari kerja per tahun

Keterangan:
Kapasitas pengolahan = Volume total tangk: septik yang disedot dalam satu
lumpur tinja hari (m3/hari)
Jumlah tangki septik = Jumlah tangki septik vang dilayani (unit)
Volume tangl septik = Asumsi volume 1 unit tanglk septik (m3)
Periode penyedotan = Jangka waktu pelaksanaan penyedotan terjadwal,
misal setiap 3 tahun sekali (tahun)
Jumlah Hari kerja per tahun = Jumlah hari kerja operasional LLTT per tahun
(hari/tahun)
_ Volume Tangki Septik yang disedot perhari
Jumlah sarana pengangkutan (unit) = Volume 1 unit tangki truk tinja X Ritasi harian
Keterangan :
Jumlah sarana penganglkut = Jumlah sarana pengangkutan
tinja dibutuhkan (unait)
Volume 1 unit tangki sarana = Volume tangli truk tinja vang dimilila
pengangkut tinja (m3/umt/rit)
Ritasi hanan =  Jumlah ritasi truk tinja per han
(rit/ hari)

Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengolahan
Lumpur Tinja
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berupa IPLT
bertujuan untuk mengolah senyawa organik agar
memenuhi persyaratan untuk dibuang ke lingkungan
atau dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. IPLT
dilengkapi dengan prasarana utama serta prasarana dan
sarana pendukung.

Prasarana utama pada IPLT meliputi:

(@) unit pengumpul, untuk mengumpulkan lumpur
tinja dari truk tangki penyedot lumpur tinja
sebelum masuk ke sistem pengolahan;

(b) unit penyaringan, untuk memisahkan atau
menyaring benda kasar didalam lumpur tinja, yang
dapat dilakukan dengan menggunakan bar screen
manual atau mekanik;

(c) unit pemisahan partikel diskrit, untuk memisahkan
partikel diskrit agar tidak mengganggu proses
selanjutnya;

(d) unit pemekatan, untuk memisahkan padatan

dengan cairan yang dikandung lumpur tinja,
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sehingga konsentrasi padatannya akan meningkat
atau menjadi lebih kental, dengan alternatif
teknologi yakni tangki imhoff dan clarifier,

unit stabilisasi, untuk menurunkan kandungan
organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik
maupun aerobik, dengan alternatif teknologi yakni:
(1) sistem kolam, Anaerobik — fakultatif — Aerobik;
(2) Anaerobik Sludge Digester; dan

(3) Oxidation Ditch;

unit pengeringan lumpur, untuk menurunkan
kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik
dengan mengandalkan proses penguapan atau
proses mekanis, dengan alternatif teknologi
yaknisludge drying bed, filter press, dan belt filter

press.

Prasarana dan sarana pendukung pada IPLT terdiri dari:

()

0)

platform (dumping station) yang merupakan tempat
truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading)
lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak
ekualisasi (pengumpul);

kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
gudang untuk tempat penyimpanan peralatan, suku
cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
infrastruktur jalan berupa jalan masuk dan keluar,
jalan operasional, jalan inspeksi;

sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah
di sekitar IPLT;

fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan
pengoperasian IPLT;

alat pemeliharaan dan keamanan;

pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta
mengamankan aset yang ada di dalam lingkungan
IPLT; dan

sumber listrik.
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Tahapan perencanaan IPLT sebagai berikut:

()

(b)

()

Perhitungan timbulan lumpur tinja di wilayah
pelayanan;

Penentuan daerah pelayanan IPLT

Daerah atau kawasan pelayanan ditentukan
berdasarkan Zona Prioritas pelayanan SPALD-S
yang telah ditentukan pada rencana induk.
Penentuan kapasitas IPLT

Kapasitas IPLT ditentukan dengan menghitung
jumlah sarana sanitasi setempat yang berada di
daerah pelayanan. Apabila data jumlah sanitasi
setempat sulit didapat atau diinventarisasi, maka
dapat menggunakan pendekatan minimal 60%
penduduk pada Zona Prioritas. Kapasitas (debit)
IPLT dihitung dengan menggunakan formulasi

berikut:

” m? (% pelayanan X P X Q)
hari 1000

Keterangan:

\.'
P

(d)

Debit total yvang akan masuk ke IPLT (m3)

Jumlah penduduk yang dilayani pada akhir periode
desain (orang)

Debit timbulan lumpur tinja ( L/orang/hari)

Persentase pelayanan dengan menggunakan
pendekatan minimal 60%

Catatan:

Debit timbulan lumpur tinja dapat menggunakan
pendekatan (0.25 L/orang/hari - 0.5 L/orang/harni)

Laju timbulan ini merupakan laju timbulan lumpur
basan (lumpur dan air dari tangki septik)

Penentuan alternatif unit pengolahan lumpur tinja

Pengolahan lumpur tinja dapat menggunakan dua

metode, yang ditentukan berdasarkan karakteristik

lumpur tinja yang akan diolah, yaitu:

(1) Pengolahan IPLT dengan pemisahan padatan
dan cairan. Penerapan metode ini dilakukan

jika karakteristik lumpur tinja yang masuk ke
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IPLT berupa lumpur tinja yang sudah diolah
yang diolah. Untuk

mengurangi beban pengolahan biologi, lumpur

dan tinja belum
hasil pengolahan pada unit pemekatan, diolah
lebih

mengurangi

lanjut pada wunit stabilisasi untuk

konsentrasi pencemar sebelum
dibuang ke badan air penerima.

Pengolahan IPLT tanpa pemisahan padatan dan
cairan terlebih dahulu. Metode ini dapat
digunakan jika karakteristik lumpur tinja yang
masuk IPLT berupa lumpur tinja yang telah
mengalami

pengolahan di unit pengolahan

setempat, sehingga memiliki beban organik

yang lebih rendah.

Alternatif metode pengolahan lumpur tinja dapat

dilihat pada Gambar 8.

LUMPUR TINJA

Pengolahan dengan pemisahan
padatan dan cairan

Pengolahan tanpa pemisahan
padatan dan cairan

| 1

Unit Pemisahan / Pemekatan

Stabilisasi

Lumpur

| Bameduton J Posmechisen
T mses [N wemsw [P] e
Eg%f . N B ‘ R
I sesbiiteas :
l Bl ﬁ‘l s Diftsgmg fon
badann oy
. P g
% ' j | Aomardiie i - Listmiiaee
Sungeiingan 7| Bigestinn I !
Lemnmier ) i }43 g ey
bl

Gambar 8 Pembagian metode pengolahan lumpur tinja

pada IPLT

Alternatif metode pengolahan lumpur tinja dapat

dipilih berdasarkan beberapa faktor pertimbangan,

antara lain:
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efektif, murah dan sederhana dalam hal
konstruksi maupun operasi dan
pemeliharaannya;

kapasitas dan efisiensi pengolahan yang sebaik
mungkin; dan

ketersediaan lahan untuk lokasi IPLT.

Perhitungan desain unit pengolahan lumpur tinja

(1)

Unit Penyaringan
Perencanaan unit penyaringan dilaksanakan

berdasarkan kriteria desain unit penyaringan

dan kriteria desain batang pada unit

penyaringan sebagai berikut:

Tabel 8 Kriteria desain unit penyaringan

Besaran
Parameter Simbol | Ppembersihan Pembersthan g 4,00
c M al dengan Alat
S Mekanik

Kecepatan aliran .
G — v 0,3-0,6 0,6-1 m /detik
Ukuran penampang batang
Lebar W 4-8 8-10 mm
Tebal L 25-50 S0-75 mm
Jarak bukaan b 25-75 10 - 50 mm
Kemiringan thd. a 45 - 60 75 - 85 derajat
Horizontal
Kehilangan tekanan
St Binrainn H Libuicaan 150 150 mm
Eohisngan tkanet | e 800 800 min
Max.(cloging)
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desain batang pada unit

penyaringan
Sumber
Tipe Batang B
Persegi panjang 2,42
Rectangular dengan semi
.. 1,83
rectangular pada sisi muka
Circular 1,79 |Syed R. Qasim, hal
Rectangular dengan semi ol
rectangular pada sisi muka 1,67
dan belakang
Tear shape 0,67
(2) Unit Ekualisasi
Pelaksanaan perencanaan unit ekualisasi
dilaksanakan berdasarkan kriteria desain

sebagai berikut:

Tabel 10 Kriteria desain unit ekualisasi

Parameter Simbol |Besaran | Satuan Sumber
Waktu detensi td <2 Jam Metcalf & Eddy, 1991
:E:zflatan v 0.3-3 m/det Qasim, 1985
Slope bak S ) 3 - Qasim, 1985
Kedalaman H 1-3* meter -

Keterangan : *bila lebih dari 3 meter maka tangki ekualisasi membutuhkan

pengaduk seperti aerator atau pengaduk hidrolis.

(3) Unit Pemisahan Partikel Diskrit

Pelaksanaan perencanaan unit pemisahan

partikel

diskrit

kriteria desain berikut ini:

dilaksanakn berdasarkan
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desain unit pemisahan partikel diskrit

Parameter Simbol Besaran Satuan Sumber
Waktu detensi td 45-90 detik Metcalf & Eddy,
1991
Kecepatan ?
Horizontal Vi 0,24-0,4 m/detik Edward JM
Kecepatan
pengendapan :
: L Vs
Diameter 0,2 mm 3.0-4.2 ft /menit Metcalf & Eddy,
Diameter 0,15 e
' 2-3 ft/menit
Specific gravity g 1,5-2,7 Qasim
Specific gravity .
material organik 1,02 Qo
Overflow rate debit : :
o 3 2
ksimum OR 0,021-0,023 | m3/ma2/detik Qasim
Jumlah grit yang _ Sifa e :
diiaihkias 5-200 m3/ 106/ ms Qasim
H.ﬂtadloss melalui hy 30-40 % Qasim
grit
Jumlah bak 3
: - U s
minimal 2 ot
(4) Unit Pemekatan
a. Tangki Imhoff
Tangki imhoff berfungsi untuk
memisahkan zat padat yang dapat

mengendap dengan cairan yang terdapat
dalam lumpur tinja. Tangki dibagi menjadi
dua kompartemen (ruangan) yang diberi
sekat. Kompartemen bagian tengah atas
berfungsi

sebagai ruang

pengendap/sedimentasi (settling
compartment) dan kompartemen bagian

bawah berfungsi sebagai ruang

pengolahan (digestion compartment).
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Cias

Manhaole
Potongan Inflow Outflow
melintang l

Potongan mamanjang

=

pengendapan Ruang
pencernaan

Gambar 9 Ilustrasi pengolahan lumpur tinja pada

tangki imhoff

Pelaksanaan perencanaan tangki imhoff
dilaksanakan berdasarkan kriteria desain
tangki imhoff yang tertera pada tabel

berikut ini

Tabel 12 Kriteria desain tangki imhoff

Parameter Simbol | Besaran Satuan
Waktu detensi ruang sedimentasi td 2-4 jam
Waktu detensi ruang pencerna 1-2 bulan
Efisiensi penurunan TSS 1 45-60 %
Kedalaman kolam H 6-9 meter
Rasio panjang dan lebar 2 e | (2-4) : 1 -
Kapasitas ruang pencerna 2,5 m3 /kapita

Laju endapan lumpur tinja pada 0,5 [L/orang/hari
ruang sedimentasi

Laju endapan lumpur pada ruang 0.06 I Jsig e
pencerna

Diameter pipa lumpur 15 cm

Beban permukaan (surface

loading) ruang sedimentasi 20 il a2 o)

Kec‘epatan ahra_n horizontal ruang <i cm/detik
sedimentasi

Ventilasi gas dibuat minimal 20% dari luas permukaan tangki imhoff
atau lebar bukaan masing-masing (45-60) cm pada kedua sisi tangki

Prasarana dan sarana yang diperlukan
untuk tangki imhoff yaitu:

1. ruang sedimentasi;

2. ruang pencerna;

3. pipa dan ruang penampung gas;

4

pipa atau saluran inlet dan outlet;
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S. pipa penguras lumpur; dan

6. struktur tangki dengan atau tanpa
manhole (lubang kontrol).

Dimensi tangki imhoff dan contoh desain

tangki imhoff tertera pada tabel dan

gambar berikut ini:

Tabel 13 Dimensi tangki imhoff

Zona Sedimentasi Zona Lumpur
Jumlah Kebutuh Lumpur
Penduduk | ; Panjan | Lebar Kedala . Kedalam | terbuan
dilayani g (L) B) man Kapasitas an (H2) g
(HI1)

% i:}g{)() Unit meter | Meter | meter m? meter | m?/hari
100 1 i 5.3 2 180 5 6
200 1 dan 2 10 5] . 360 6 12

T 3.5 2 5
300 2 10 S5 2 540 6 18
Sumber: Petunjuk Teknis CT/AL/Re-TC/001/9
0 480 08
Clenout NO.1S — Inlet 015
' ' 03
06 e Sy -7 ) i
| T, O
380
Slope 12%
- E—
10 inchi dia. Fane
pipa hmpur pengendapan
240 :
Gravity 0
flow ' ¢
pencermmaan
o 025
0.4 o
T, Ty inimal
220
1.60
217 o.al 27

Gambar 10 Contoh desain dimensi tangki imhoff
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Clarifier

Fungsi unit clarifier untuk proses

pemisahan, pengendapan material hasil
proses pengolahan oleh bakteri dari hasil

proses biologi yaitu partikel yang

mengelompok oleh gaya saling tarik

menarik menjadi gumpalan lebih besar,
lebih berat sehingga mudah mengendap.
Pelaksanaan

perencanaan clarifier

dilaksanakan berdasarkan kriteria desain

clarifier yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 14 Kriteria desain clarifier

Parameter Simbol Besaran Satuan
) 2 (puncak] jam
Walktu detens: ruang td _
sedimentasi 4,56 fetar
rata)
Konsentrasinya BOD BOD 10.000 mg/L
Solid loading Ss 25-50 Kg SS/m2 hari
Surface loading (Q/A) 20-35 m?/m?3 hari
Kedalaman bak pengendap
o h 3 m

dari weir minimal
Beban pelimpah 100-254 m3/m hari

Contoh desain clarifier tertera pada

gambar berikut.

Gambar 11 Contoh desain bangunan Secondary

Clarifier
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Kolam Pemisahan Lumpur (Solid
Separation Chamber - SSC) dan Bak
Pengering (Drying Area - DA)

SSC dan DA merupakan alternatif unit
pemekatan. Prinsip kerjanya sangat
sederhana karena hanya mengandalkan
proses fisik untuk pemisahan padatan dari
lumpur tinja. Setelah pemisahan,
dilakukan  penyinaran memanfaatkan
sinar matahari sebagai desinfeksi serta
angin untuk pengurangan kelembaban
atau pengeringan.

Solid Separation Chamber berfungsi untuk
memisahkan padatan dan cairan dari air
limbah domestik. Lumpur tinja yang
dihamparkan secara merata di atas media
SSC akan mengalami pemisahan antara
padatan di bagian bawah dan cairan di
bagian atas. Sebagian cairan dapat
terpisah dari lumpur tinja melalui proses
infiltrasi pada media SSC, selanjutnya
cairan yang telah terpisah diolah lebih
lanjut pad unit stabilisasi yang terdapat
dalam IPLT.

Sementara padatan yang telah mengalami
penirisan dikeringkan lebih lanjut di unit
pengeringan lumpur. Perencanaan Solid
Separation Chamber dapat dilaksanakan
dengan menggunakan kriteria desain

berikut:
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Tabel 15 Kriteria Desain Kolam Pemisahan Lumpur

(Solid Separation Chamber)

Parameter Simbol | Besaran | Satuan

Waktu pengeringan cake t S5-12 hari
Waktu pengambilan cake -

matang 1 hari
Ketebalan cake hc 10 - 30 cm
Tebal lapisan kerikil hk 20-30 cm
Tebal lapisan pasir hp 20 - 30 cm
Kadar air p 20 %
Kadar solid Pi 80 %

Gambar 12 Contoh Denah SSC
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Gambar 13 Contoh Potongan SSC

Drying Area merupakan proses pengeringan
padatan lumpur yang sudah setengah kering
dan sekaligus proses desinfeksi
mikroorganisme  terkandung dalam lumpur
melalui sinar matahari (ultra violet). Proses
pengeringan ini pada dasarnya dihitung
berdasarkan koefisien laju kematian
mikroorganisme, yang apabila dihitung berada
pada kisaran. Perencanaan dan gambar unit

Drying Area dapat dilihat dibawah ini.

Parameter Besaran Satuan
Waktu pengeringan cake 7-15 hari
Waktu pengambilan cake
matang 1 hari
ketebalan cake 10 - 30 cm
tebal lapisan pasir 15-30 cm
Kadar air 20 %
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Parameter Besaran Satuan
Kadar solid 80 %
T — ——— T
l ?‘ :i S
i = p— ”” b
B 4 - ’ i
{
S

DESAIN
POTONGAN A - A

DESAMN

POTONGANB-B
SRALA 1 Op

Gambar 14 Contoh Potongan Drying Area

(9)

Unit

Alternatif teknologi

Stabilisasi

pengolahan pada unit

stabilisasi dapat diterapkan pada IPLT, terdiri

dari:

a.

Sistem kolam, Anaerobik - fakultatif -

Aerobik
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Sistem kolam yakni sistem pengolahan
yang berupa kolam yang dibangun sesuai
kriteria desain, untuk pengolahan air
limbah domestik tanpa adanya
penggunaan energi listrik atau peralatan
mekanik.

1. Kolam anaerobik berfungsi untuk
menguraikan kandungan zat organik
(BOD) dengan cara anaerobik atau
tanpa oksigen.

Gas Karbon Dickaida,
methan, amonia

q Influen ( Efluen
=== Scum ﬁ
Pipalnlet 0 ¥ P
: " Pipa Outlet
(dapat berupa (dapat berupa

saluran terbuka)
i ) saluran terbuka)

Endapan Lumpur

Gambar 15 Ilustrasi pengolahan pada

kolam anaerobik

Perencanaan kolam anaerobik
dilaksanakan berdasarkan tata cara
desain berikut:

Pelaksanaan  perencanaan  kolam
anaerobik ditentukan berdasarkan
laju beban BOD volumetrik
(volumetric BOD loading rate) (Av,
g/m?3.hari)

Kriteria desain volumetric BOD loading
rate dan persentase penyisihan BOD
pada kolam anaerobik tertera pada
tabel berikut:

Tabel 16 Kriteria Desain Volumetric
BOD Loading Rate dan persentase
penyisihan BOD berdasarkan

temperatur
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Temperatur (°C) Laju beban BOD volumetrik Penyisihan BOD (%)
<10 100 40
10-20 20T - 100 2T + 20
20-25 10T +100 2T+ 20
>25 350 70

I : temperatur, merupakan rerata temperatur udara pada bulan terdingin.

Setelah ditentukan wvolumetric BOD

loading rate, volume kolam anaerobik

dapat ditentukan berdasarkan
formulasi berikut ini:
L;Q
Ay =
4 7
Keterangan:
Av = Volumetrik BOD loading rate
(g/m3/hari)
Li =  Konsentrasi BOD Influen
(mg/1)
Q = Debit lumpur tinja
(m3/hari)
Va = Volume kolam anaerobik

(m?)

Rerata waktu retensi hidrolis pada

kolam anaerobik ditentukan

berdasarkan rumus berikut

|4
Ba == a/Q
Keterangan:
0. = Waktu retensi kolam
anaerobik (hari)
Va = Volume kolam anaerobik
(m3)
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Tabel 17 Kriteria desain waktu retensi dan

rasio dimensi kolam anaerobik

Parameter [ Simbol | Besaran | Safuan
1. Waktu detensi berdasarkan temperatur
Temperatur
15-20°C Ba 2-3 hari
20-25°C 1-2 hari
25-30°C 1-2 Hari
2. Kedalaman De 2-5 m
Umumnya 3 m
3. Rasio panjang P:L 2-4):1
dan lebar
4. Rasio talud 1: 3

Luas kolam anaerobik (Aa) dapat dihitung

dengan formulasi:

_Q6,  LQ
Ag ===
D, A,D,
Keterangan:
Aa = Area kolam anaerobik (Ha)
Av = Volumetrik BOD loading rate
(g/m3/hari)

Li = Konsentrasi bebab BOD influen (mg/l)
Q = Debit lumpur tinja (m3/hari)

2. Kolam fakultatif berfungsi untuk
menguraikan dan menurunkan
konsentrasi bahan organik yang ada di
dalam limbah yang telah diolah pada

kolam anaerobik.

Suplai Oksgen
dan parmukaan kolam

—_ . Infizen 55 (2 %"w-_ :—~

Fipa Inet =y Pioa Outiet

(dapat berupa r (dapal barupa

ran g )
saluran lerbuka) saluran terbuka)

Gambar 16 Ilustrasi pengolahan pada kolam
fakultatif
Pelaksanaan  perencanaan  kolam
fakultatif ditentukan berdasarkan laju
beban BOD permukaan (surface BOD
loading rate) (As, kg/Ha.hari).
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Surface BOD Loading Rate ditentukan

berdasarkan formulasi berikut:

Ag = 350 (1.107 — 0.0027)(T—20)

Setelah ditentukan surface BOD
loading rate, luas area pada kolam
fakultatif dapat dihitung berdasarkan

formulasi berikut:

10 L;Q
As = ‘
Ay
Keterangan:
Ar = Area kolam fakultatif (Ha)
As = Surface BOD loading
(kg/Ha/hari)
Li = Konsentrasi bebab BOD influen
(mg/1)
Q = Debit air limbah (m3/hari)
T = Temperatur (°C)

Kolam fakultatif mampu mengolah air
limbah domestik dengan surface BOD
loading rate maksimum 350
kg/ha/day pada temperatur 25°C.
Penentuan surface BOD loading rate
ini menjadi sangat penting karena
akan menentukan kecepatan
pembentukan lumpur di dalam kolam
yang selanjutnya akan mempengaruhi
stratifikasi kolam menjadi zona
aerobik dan anaerobik.

Setelah luas area kolam fakultatif
ditentukan, maka selanjutnya dapat

ditentukan waktu retensi (6, hari)
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24Dy
0, =
77 (2Q;— 0.001 e Af)
Keterangan:
O = Waktu retensi kolam anaerobik
Qi = Debit masuk
(m3/hari)
Af = Luas area kolam fakultatif
D = Kedalam kolam fakultatif
e = Laju evaporasi (mm/hari)

Penyisihan BOD pada kolam fakultatif

dapat diperkirakan dengan
menggunakan formulasi berikut:
P
1+ k6
Keterangan:
Li = BOD pada influen (mg/L)
Le = BOD pada efluen (mg/L)
ki = Konstanta penyisihan BOD
(hari-1)
8 = Waktu detensi kolam fakultatif
(hari)
Perencanaan kolam fakultatif

berdasarkan kriteria desain yang

tertera pada tabel berikut.
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Tabel 18 Kriteria desain kolam fakultatif

Parameter | Simbol | Besaran | Satuan
Waktu retensi minimum
T < 20°C B¢ 5 hari
T=20°C 4 hari
Efesiensi n 70-90 | %
penurunan BOD
Kedalaman kolam D 1.5 - 2.5 | Meter
Rasio panjang dan P:L 2-4):1
lebar
Periode 5-10 Tahun
pengurasan

Perhitungan debit yang keluar dari
Kolam Fakultatif menuju Kolam
Maturasi dapat dihitung dengan
formulasi berikut:

Q. = Q; — 0.001 e A;

Keterangan:

Qe = Debit efluen ( m3/ hari)

Qi = Debit influen (m3/hari)

e = Laju evaporasi (mm/tahun)
Ar = Luas area kolam fakultatif

3. Perencanaan kolam maturasi

Kolam maturasi berfungsi untuk
menurunkan fekal koliform yang
berada di dalam air limbah melalui
perubahan kondisi yang berlangsung
dengan cepat serta pH yang tinggi.

Perhitungan perencanaan penurunan
bakteri fekal koliform dilaksanakan
dengan  menggunakan = formulasi

berikut ini:

N, =
© [+ (ks8]
Keterangan:
Ni = jumlah faecal coliform

/100 ml pada influen
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Ne = jumlah faecal coliform
/100 ml pada effluen

Kg = konstanta first-order rate
penyisihan fekal koliform

(hari-1)

€] = Waktu retensi kolam

Nilai Kg dapat dihitung dengan

formulasi berikut:

Ky = 2.6 (1.19)7~20
Untuk penyisihan bakteri fekal
koliform yang menggunakan
rangkaian kolam anaerobik,
fakultatif, dan  maturasi dapat
menggunakan formulasi berikut:
N;
[(1+ kp8,)(1 + k) (1 + kzb,)"]

e

dengan notasi a, f, dan m merupakan
kolam anaerobik, fakultatif dan
maturasi. Pada rumus ini
diasumsikan ukuran dimensi kolam
maturasi seragam, namun bila tidak
memungkinkan secara topografi maka
pada rumus untuk bagian kolam
maturasi disesuaikan dengan waktu
retensi air limbah pada setiap kolam,
dan disesuaikan dengan

menggunakan formulasi berikut ini:

(1 + kBm) (1 + kgBmz) wee o .. (1 + kgOmn)

Perencanaan kolam maturasi
berdasarkan kriteria desain yang

tertera pada tabel berikut ini:
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Tabel 19 Kriteria desain kolam maturasi

Parameter Simbol | Besaran Satuan
Walktu detensi td 5-15 hari
Efisiensi penurunan . )
BOD n >60 %
Kedalaman kolam H 1-2 meter
Rasio panjang dan lebar p:l (2-4):1
Beban BOD veolumetrik (40-60) gr BOD/m?3.hari

Waktu retensi pada kolam maturasi

memiliki  beberapa

terdiri atas:

[ em <ef

° Oy, > errrrlun

o Asm1) < 0.75 Ag

batasan yang

waktu retensi minimum (8;%") = 3 hari

Perhitungan waktu

kolam  maturasi

retensi untuk

pertama dapat

dihitung dengan formulasi berikut:

_ 10 Le(racyDm
™ 0.75 5 fac)
Keterangan:
Le(fac) beban BOD
Dm =
As(rac) Surface BOD

Perhitungan waktu

kolam  maturasi

tanpa filtrasi

(mg/1) dari kolam fakultatif

Kedalaman kolam maturasi (m)

loading rate

kolam fakultatif (kg/ha/hari)

dapat

dengan  menggunakan

berikut ini:

N;
0, =
m {Ne[(l +kp8,) (1 + k) (1 + kgOmy) ' /n

Formulasi

diatas

1} X !
kg(ry

&

retensi untuk

dihitung

formulasi

diiterasi dengan

menggunakan n = 1, kemudian n = 2,
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dan seterusnya, sehingga didapatkan
Or> Oy > O

Selanjutnya setelah ditentukan
Waktu retensi dapat ditentukan Luas
Area Kolam Maturasi yang

dibutuhkan dengan formulasi berikut:

2Qiem
Apy =
(2D,, — 0.001 e 6,,)
Keterangan:
Om = Waktu retensi kolam maturasi
(hari)
Qi = Debit masuk
(m3/hari)
Am = Luas area kolam maturasi (m?)
Dm = Kedalam kolam maturasi
e = Laju evaporasi (mm/hari)

Penyisihan BOD pada kolam maturasi
dapat diperkirakan dengan

menggunakan formulasi berikut:
L;

Le =17 %0,
Keterangan:
Li = BOD pada influen (mg/L)
Le = BOD pada efluen (mg/L)
ki = Konstanta penyisihan BOD (haril)
0,, = Waktu retensi kolam fakultatif
(hari)

Perhitungan debit yang dikeluarkan
dari Kolam Maturasi menuju kolam

Maturasi lainnya, atau ke badan air
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permukaan penerima, dapat dihitung
dengan formulasi berikut:

Q.= 0;— 0.001eA,,

Keterangan:

Qe = Debit efluen ( m3/ hari)

Qi = Debit influen (m3/hari)

e = Laju evaporasi (mm/tahun)
Am = Luas area kolam maturasi (m?2)

Perencanaan kolam aerasi

Kolam  aerasi merupakan  unit
pengolahan berupa kolam terbuka
yang dilengkapi dengan aerator
terapung. Tidak membutuhkan
sistem resirkulasi lumpur karena
tidak ada lumpur yang perlu
dikembalikan. Lumpur biologis
dibiarkan mengendap di dasar kolam
bak sedimentasi. Selanjutnya lumpur
dari sedimentasi akan diolah ke unit
pengering lumpur. Filtrat atau air
hasil olahan dialirkanke badan air
penerima.

Untuk membantu suplai oksigen di
unit aerasi maka diperlukan alat
aerator apung. Alat aerator yang
dipasang harus dapat memberikan
suplai oksigen yang dibutuhkan ke
seluruh  unit aerasi. Penentuan
kebutuhan tenaga dan jumlah aerator
ditentukan melalui faktor berikut ini:
a) kebutuhan oksigen;

b) jangkauan (radius) pengadukan,;
c) jangkauan (radius) dispersi

oksigen; dan
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d) jangkauan kedalaman

A ——
I Aerator Aerator Outlet

Sl Inlet ] ]

‘_ - .‘\_ —p ~__'.-‘ = e
Suplai Oksigen Suplai Oksigen

Gambar 14 Ilustrasi pengolahan kolam aerasi

Pelaksanaan  perencanaan  kolam
aerasi dilaksanakan berdasarkan
kriteria desain kolam aerasi yang

tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 20 Kriteria desain kolam aerasi

Parameter Simbol | Besaran Satuan
BOD BOD 5,0 Kg/m?3

Ss SS 20 Kg/m?3

VSS Loading (Volumetric

/SS 5 /SS /hari/m?
loading) V 0,5 Kg VSS/hari/m

Solid Retention time SRT 21 hari

Hidrolis Retention time HRT 21 hari

Ratio Panjang dan lebar p:l 2l -

Kedalaman h 1-6 meter

Perhitungan dimensi kolam aerasi
dilaksanakan menggunakan formulasi
berikut ini:

a) BOD load atau beban BOD
merupakan banyaknya Kg BOD
yang terdapat dalam limbah
lumpur tinja dalam satu hari.

mg

g ) _ konsentrasi BOD (T) x debit lumpur tinja (%:i)
1000

o
BOD load ( L

b) SS load atau beban SS
merupakan banyaknya Kg SS
yang terdapat dalam limbah

lumpur tinja dalam satu hari.

kg ) _ konsentrasi S§ (%) X debit lumpur tinja ( Ty
hari

hari
55 load ( 1000

c) BOD tereduksi
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BOD load influent (Kg/hari) - BOD load effluent (Kg/hari)
BOD load influent (Kg/hari)

BOD tereduksi = x 100%

d) SS tereduksi

SS load influent (Kg/hari) - (SS load effluent (Kg/hari) R

SS tereduksi = — - - x 100%
SS load influent (Kg/hari)

e) Waktu tinggal

Volume tangki

Waktu tinggal (hari) = m

f)  Overflow rate (OR)

Debit lumpur tinja (m?/hari)

OR =

Luas permukaan tangki (m2)

g) Volume tangki/bak aerasi

Beban SS (Kg/hari)
VSSLoading (Volumetricloading) (kgvVSsS/hari/m?)

Vol =

Anaerobic Sludge Digester

Anaerobic Sludge Digester berfungsi untuk
menguraikan senyawa organik yang
terdapat di lumpur tinja menggunakan
mikroba anaerobik berupa kolam tertutup
yang dapat dilengkapi dengan
pengadukan. Lumpur biologis selanjutnya
diolah di unit pengolahan lumpur. Filtrat
atau air hasil olahan diolah kembali
melalui unit pengolahan cairan sebelum
filtrat dibuang ke badan air penerima.
Pada unit Anaerobic Sludge Digester tanpa
pengaduk, lumpur mikroba akan
mengendap kebawah karena tidak ada
pengadukan, sehingga bagian bawah dasar
bak dirancang berbentuk kerucut agar
mudah mengendap secara gravitasi.

Pada unit Anaerobic Sludge Digester
dengan pengaduk, harus diikuti oleh unit

pengolahan aerobik sebagai pelengkap.
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Lumpur biologis yang terbentuk
dipisahkan pada unit
pemekatan/pemisahan padatan dan
cairan.

Pelaksanaan perencanaan kolam
Anaerobic Sludge Digester dilaksanakan

berdasarkan kriteria desain yang tertera

pada tabel berikut.

Tabel 21 Kriteria desain Anaerobic Sludge Digester

Parameter Simbol | Besaran Satuan
BOD BOD 5,0 Kg/m3
ss SS 20 Kg/m3
VSS Loading (Volumetric loading) SS 1-3,5 Kg VSS/hari/m3
Solid Retention time SRT 10-25 hari
Hydraulic Retention time HRT 10-25 hari
Ratio Panjang dan lebar pil 2:1 -
% removal SS %SS 50-75 %
Kedalaman h >6 meter

Perhitungan dimensi Anaerobic Sludge
Digester  dilaksanakan menggunakan
formula berikut ini:

1. BOD load atau beban BOD
merupakan banyaknya Kilogram BOD
yang terdapat dalam limbah lumpur
tinja dalam satu hari.

mg m?

g ) konsentrasi BOD (T) x debit lumpur tinja (

k
BOD loga ( hari) ~ 1000

)

hari

2. SS load atau beban SS merupakan
banyaknya Kg SS yang terdapat

dalam limbah lumpur tinja dalam

satu hari.
kg ° konsentrasi S§ (%) x debit lumpur tinja {hm'_.)
5 load ( -1 = - ari
hari 1000

3. BOD tereduksi

. _ BOD load influent (Kg/hari) - BOD load effluent (Kg/hari
BOD tereduksi = (Xg/hn Muent (/b2 100%
BOD load influent (Kg/hari)
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4. SS tereduksi

SS load influent (Kg/hari) - (S5 load effluent (Kg/hari)

SS tereduksi =
! SS load influent (Kg/hari)

x 100%

S. Waktu tinggal

Volume tangki

Waktu tinggal (hari) = oo em s

6. Overflow rate (OR)

Debit lumpur tinja (m?/hari)

OR =

Luas permukaan tangki (m?2)

7. Volume tangki/bak aerasi

Beban 5§ (Kg/hari)
VSSLoading (Volumetricloading) (kgVSthari/nﬁ)

Vol =

Oxydation Ditch
Unit pengolahan Oxydation Ditch

merupakan unit yang menggunakan

extended aeration yang semula
dikembangkan berdasarkan saluran
sirkular dengan kedalaman 1 - 1.5 m.

Lumpur tinja yang masuk dialirkan
berputar mengikuti saluran sirkular yang
cukup panjang dengan tujuan terjadinya
proses aerasi. Alat aerasi yang digunakan
berupa alat mekanik rotor berbentuk
tabung dengan sikat baja. Rotor diputar
melalui poros (axis) horizontal
dipermukaan air yang disebut cage rotor.

Pelaksanaan perencanaan Oxydation Ditch
dilaksanakan berdasarkan kriteria desain

yang tertera pada tabel berikut ini:

JDIH Kementerian PUPR



-76 -

Tabel 22 Kriteria desain Oxydation Ditch

Parameter Simbol Besaran Satuan
Rasio BOD dan BOD removal 85-90 %
Rasio removal SS 80 - 90 %
Rasio removal Nitrogen = 70% %
Letak aerator (pada
P ) 1,0-1.3 meter
Rasio sludge generated
- 75 %
(darn BOD atau SS removal)
Kecepatan' r.?lta-rata dalam —_— 0.3 m kil
saluran minimum
=50 =
Rasio F/M 0,03 -0.15 i D."hf'; Ke
VS
I\.cmsgmrasi lumpur dalam bak 3000 —6000 -
aerasi
Kriteria desain lainnya yang perlu

diperhatikan sebagai berikut:

atmosfer menggunakan

tekanan negatif dalam air untuk

dilakukan resirkulasi untuk menjaga
konsentrasi MLSS dalam bak aerasi;
perencanaan rotor meliputi; diameter

rotor, panjang rotor, jumlah & tenaga

Kebutuhan Oksigen =
Kapasitas oksigen Xbeban BOD

1. wudara dari
memutar screw;
2.
3.
penggerak / motor;
4. kebutuhan oksigen
S.

panjang rotor yang diperlukan dapat
dihitung dengan formulasi berikut ini:
Panjang rotor

_ Kebutuhan 0, dalam bak
~ kapasitas oksigenasi rotor

Spesifikasi teknis aerator yang digunakan

pada Oxydation Ditch tertera pada tabel

berikut ini:
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Tabel 23 Spesifikasi teknis aerator pada Oxydation

Ditch
Sistem Aerasi Uraian Transfer Transfer Rate
Efisiensi Kg Oz2/Kw.jam
Sistem difuser
1.Gelembung halus | Menggunakan Pipa atau 10 - 30 1,2-20
sungkup keramik yang
porous
2.Gelembung Menggunakan Pipa 6-15 1,0-1,6
sedang perforated
3.Gelembung besar | Menggunakan Pipa dengan | 4 -8 0.6-1,2
orifice
Sistem mekanikal
1. Radial flow 2060 | Dengan diameter Impeller 1,2-2,4
lebar
2. Axial flow 300- Dengan diameter Propeller 1,2-24
1200 rpm pendek
3. Tubular defuser Udara & AL dihisap 7-10 1,2-1,6
kedalam pipa untuk diaduk
4. Jet Tekanan udara dan AL 10 -25 1.2-24
horizontal
5. Brush rotor Drum dilapisi sikat baja 1,2-2,4
dan diputar dengan as
horizontal
6. Submed turbin 1,0-1,5

(6) Unit Pengeringan Lumpur

a.

Sludge Drying Bed (SDB)

Sludge Drying Bed berfungsi untuk

mengeringkan lumpur yang telah stabil.

Lumpur yang telah dikeringkan di Sludge

Drying Bed diharapkan sudah memiliki

kandungan padatan yang tinggi (20 — 40%

padatan).

Sludge Drying Bed terdiri dari:

1. Bak pengering, berupa bak dangkal
berisi pasir sebagai media penyaring
dan batu kerikil sebagai penyangga
pasir; dan

2. Saluran air tersaring (filtrat) yang
terdapat di bagian bawah dasar bak.

Perencanaan Sludge Drying Bed

dilaksanakan berdasarkan kriteria desain

yang tertera pada tabel berikut ini:
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Tabel 24 Kriteria desain Sludge Drying Bed

No. | Paramester Keteransgan

Ukuran bak (m-)

Lebar bak (m) &
Panjang bak (m) 30
2 Area yang dibutuhkan
SDB tanpa penutup atap 0.14 -0.28 m+/ kapita
SDB dengan penutup atap 0.10-0.20 m</kapita
5 Sludge loading rate
SDB tanpa penutup atap 100 - 300 Kg lumpur
kenng/m* tahun
SDB dengan penutup atap 150 - 400 Kg lumpur
kenng/m- tahun
- Sludge caks 20 - 40 % padatan
5 Kemiringan dasar 1:20
6 Keminngan dasar pipa 1%

Dimensi unit SDB dapat dihitung dengan

formulasi berikut ini:
A=K (0,01 R+ 1,0)

Keterangan:

A = luas per kapita, ft2/kapita

K = faktor yang tergantung pada tipe

pengolahan,

yaitu:

- K = 1,0 untuk anaerobik digestion

- K = 1.6 untuk aerobik digestion

R = huyjan tahunan, (inch)

Dalam satu unit SDB terdiri dari beberapa

lapisan, yaitu:

a. lapisan lumpur, dengan ketebalan 20

- 30 cm;

b. lapisan pasir, dengan ketebalan 15 -

25 cm;

c. lapisan drain, letaknya di bawah

kerikil untuk menampung resapan air

dari lumpur.
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Contoh gambar ukuran lapisan-lapisan
yang ada di SDB terdapat pada gambar

berikut ini:

[J Lapisan hompur 30 em
] Lapisan pasir 10 em ( d = 0,2-0,5 mm)
B Lapisan gravel 10 cm (d = 7-15 mum)

Pot lint
R B Lopisan gravel 20 cm (4 = 15-30 )

1:20 -

Pipa dramnase

Gambar 15 Gambar desain Sludge Drying Bed

b.  Filter Press
Filter Press Dberfungsi sebagai alat
pengolahan lumpur, dengan memberikan
tekanan pada lumpur di antara rangkaian
lempengan filter (filter plate) agar air dan
lumpur dapat dipisahkan. Tekanan unit
Filter Pressdiberikan oleh sistem hidrolik

yang bekerja pada kedua sisi lempengan.

outlet air

— penekan
hidrolis

lumpur
padat
keluar

Gambar 16 Contoh Filter Press
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Perencanaan Filter Press dilaksanakan
berdasarkan kriteria desain yang tertera

pada tabel berikut ini.

Tabel 25 Kriteria desain Filter Press

[No. | Parameter Keterangan
1 Complete Filtration Cyde Time 15-25jam
2 Tekanan filter 690 - 1700 kPa
3 Kadar solid setelah diolah dengan

filter press

a. Lumpur bak sedimentasi] 45-50%

b. Lumpur bak sedimentasi ] 45- 50%
dan lumpur aktif segar

¢. Lumpur aktif segar 50%

d. Lumpur dar digester dan 45 - 50%
lumpur alctif
Belt Filter Press

Belt Filter Press memiliki fungsi sebagai
alat pengolahan lumpur dimana
penekanan lumpurnya dilakukan oleh
sepasang lembar plastik elastis berpori
(filter belt), sehingga air dapat dipaksa

keluar dari dalam lumpur.

masukan lumpur —D..\

roll besi berputar

filter beft

Gambar 17 Belt Filter Press

Pengoperasian Belt Filter Press dibagi

menjadi 2 tahap, yaitu:

1. Tahap penirisan (draining), dengan
mengalirkan dan menyebarkan
lumpur secara merata di atas lembar
elastis berpori halus. Pemisahan air

dan lumpur  dilakukan tanpa
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tekanan, hanya mengandalkan
penirisan secara gravitasi.

Tahap penekanan (pressing); dengan
menekan lumpur di antara dua belt
bertekanan secara bertingkat yang
diberikan oleh beberapa besi
penggulung (roll). Pada saat ditekan,
air dipisahkan dari lumpur

semaksimal mungkin.

Kadar solid dalam lumpur setelah diolah

dengan Belt Filter Presssebagai berikut:

1.
2.

lumpur sedimentasi I 28%-44%;
lumpur sedimentasi I dan lumpur
aktif 20%-35%;

lumpur sedimentasi [ dan trickling
filter20%-40%;

lumpur dari digester (anaerob) 26%-
36%; dan

lumpur dari digester dan lumpur aktif

12%-18%.

Pelaksanaan perencanaan Belt Filter Press

dilaksanakan berdasarkan kriteria desain

yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 26 Kriteria desain Belt Filter Press

Parameter Besaran Satuan
Lebar Belt 0,5-3,5 |Metcalf&Eddy,1991
Sludge Loading 90 - 680 |Metcalf&Eddy,1991
Hydraulic Loading 1,6 - 6,3 |Metcalf&Eddy,1991

Perencanaan Komponen SPALD-T
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Komponen
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Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem Pelayanan merupakan sambungan rumah

yang terdiri dari

penangkap lemak, pipa

pipa tinja,

persil,

pipa non tinja,

dan bak kontrol.

bak

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi Sub-sistem

Pelayanan merupakan tanggung jawab pemilik rumabh.
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Gambar 18 Sub-sistem Pelayanan

Tahapan perencanaan Sub-sistem Pelayanan:

Tahap 1.

Tahap 2.

Tahap 3.

Tahap 4.
Tahap S.
Tahap 6.

Tahap 7.

Penentuan tata letak bangunan dan titik lokasi
sumber air limbah domestik.

Penentuan fungsi penggunaan bangunan dan
bangunan gedung.

Penentuan debit timbulan air limbah domestik
pada setiap lokasi sumber air limbah domestik
sesuai dengan fungsi penggunaan bangunan
dan bangunan gedung.

Timbulan air limbah domestik dapat diperoleh
berdasarkan data pemakaian air minum,
dengan menggunakan dasar perencanaan
timbulan air limbah domestik berkisar 60 -
80% pemakaian air minum.

Penentuan rencana elevasi invert pipa lateral
Penentuan rencana lokasi bak kontrol.
Penentuan dimensi, kemiringan dan diameter
pipa persil.

Penyusunan gambar desain  sub-sistem
pelayanan dan total kebutuhan pemasangan

pipa, yang mencakup:
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Pipa tinja
Perencanaan pipa tinja dilaksanakan
dengan memperhatikan kriteria desain

sebagai berikut.

Tabel 87 Kriteria desain pipa tinja

No.

Kriteria Keterangan

Diameter pipa Minimal 100 mm

Bahan pipa PVC, semen.

Kemiringan Minimal 2%

Pipa non tinja
Perencanaan pipa non tinja dilaksanakan
dengan memperhatikan kriteria desain

sebagai berikut.

Tabel 28 Kriteria desain pipa non tinja

No.

Kriteria Keterangan

Diameter pipa Minimal 50 mm

Bahan pipa PVC, semen.
Kemiringan Minimal 2%
c. Bak penangkap lemak dan minyak dari

dapur

Bak penangkap lemak berfungsi untuk
mencegah penyumbatan akibat masuknya
minyak dan lemak ke dalam pipa persil
dan lateral dalam jumlah besar.

Bak penangkap lemak digunakan pada
dapur, tempat cuci, atau pada sumber
dengan pemakaian air rendah.

Bak penangkap lemak diletakkan sedekat
mungkin dengan sumbernya.

Pipa persil
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Perencanaan pipa persil dilaksanakan
dengan memperhatikan kriteria desain

sebagai berikut.

Tabel 29 Kriteria desain pipa persil

No. | Kriteria Keterangan
1 Diameter pipa Sama atau lebih besar dari
pipa tinja.
Biasanya 100 — 150 mm
Bahan pipa PVC, semen.
Kemiringan Minimal 2%
Kecepatan 0.6 m/detik
minimal (self
cleansing)
Bak kontrol
Bak kontrol merupakan = prasarana
pendukung sub-sistem pelayanan yang
berfungsi sebagai  prasarana untuk
menahan sampah atau benda yang dapat
menyumbat pipa pengumpulan air limbah.
Perencanaan bak kontrol dilaksanakan
dengan memperhatikan kriteria desain
sebagai berikut.
Tabel 30 Kriteria desain bak kontrol
No. | Kriteria Keterangan
1 Luas 50 x 50 cm
permukaan bak | (bagian dalam)
Dengan tutup plat beton,
yang dapat dibuka
2 Kedalaman bak |40 - 60 cm disesuaikan
dengan kebutuhan

kemiringan pipa persil yang

masuk
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Bak kontrol dilengkapi dengan penutup
yang terbuat dari beton bertulang atau
plat baja yang dapat dibuka, setiap sisinya
dilengkapi dinding setinggi 10 cm lebih
tinggi dari permukaan tanah, untuk
mencegah masuknya limpasan air hujan.
Bahan dinding bak kontrol terbuat dari
batu bata atau sejenisnya. Contoh gambar
prasaran bak kontrol dapat dilihat pada
gambar teknik berikut:

Ventilasi dengan tatap dani cast won Reiorued totp
S dari beton Permukaz
e — Tl / -

YA . e
E_ﬂ Manhole

I-" ' | ——— High Ring 4"

A Pipa 4

L

Gambar 19 Gambar teknik Bak kontrol

Bak inspeksi

Bak inspeksi merupakan prasarana
pendukung pada Sub-sistem Pelayanan
yang  berfungsi sebagai prasarana
pengumpul air limbah yang berasal dari
beberapa rumah untuk dialirkan menuju
Sub-sistem Pengumpulan.

Perencanaan lubang inspeksi
dilaksanakan dengan memperhatikan
persyaratan teknis, kriteria desain, dan
contoh gambar teknis bak inspeksi.
Persyaratan teknis perencanaan lubang
inspeksi:

1. Jarak antara dua lubang inspeksi dan

bak kontrol < 40 m.
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2. Apabila kedalaman lubang inspeksi
>1 m, maka sisi dalamnya dilengkapi
tangga.

3. Bahan bak inspeksi berupa:

a) dasar bak inspeksi terbuat dari
beton tanpa tulangan;

b) dinding bak inspeksi terbuat dari
pasangan batu,;

c) tutup bak inspeksi terbuat dari
beton bertulang atau plat baja
yang bisa dibuka dan ditutup;

d) permukaan bak inspeksi
dilengkapi dengan bingkai atau
rangka dengan ketinggian 10 cm
di atas permukaan tanah, untuk
mencegah masuknya limpasan
air hujan;

e) bak inspeksi yang memiliki
kedalaman >1 m, perlu
dilengkapi dengan tangga pada
sisi dalam lubang dengan bahan
mild steel dengan tebal 20 mm.
tangga teratas berjarak 45 cm
dibawah penutup, dan tangga
terbawah berada 30 cm di atas
benching.

Tabel 31 Kriteria desain bak inspeksi

Dimensi IC (m?)
) Kedalaman Pipa :
Tipe IC ) Persegi
(m) Bujur sangkar '
panjang
IC-1 <0,75 0,4 x 0,4 0,4 x 0,6
IC-2 0,75-1,35 0,7x0,7 0,6 x0,8
IC-3 1,35-2,5 0,8x 1,2
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Gambar 20 Contoh Bak Inspeksi

Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengumpulan
Pengumpulan air limbah domestik diutamakan
dilakukan secara gravitasi, namun apabila kondisi
topografi tidak memungkinkan dapat menggunakan
sistem pemompaan.

Sub-sistem Pengumpulan air limbah domestik secara
berkala dialirkan dengan pipa yang terpisah dari saluran
drainase.Sub-sistem Pengumpulan air limbah domestik
terdiri dari:

(a) Pipa retikulasi, yang berupa:

(1) Pipa lateral, sebagai saluran pengumpul air
limbah domestik dari sambungan rumah ke
pipa servis. Pipa lateral disambungkan ke pipa
servis secara langsung melalui manhole; dan

(2) Pipa servis, sebagai saluran pengumpul air
limbah domestik dari pipa lateral ke pipa
induk. Pipa ini dipasang apabila kondisi
lapangan tidak memungkikan secara teknis
untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa
induk.

(b) Pipa induk

Pipa induk berfungsi sebagai saluran pengumpul

dari pipa retikulasi dan menyalurkan air limbah

domestik ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
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() Prasarana dan sarana pelengkap
Prasarana dan sarana pelengkapberfungsi untuk
mendukung penyaluran air limbah domestik dari
sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
Prasarana dan sarana pelengkap yang dimaksud
antara lain manhole, bangunan penggelontor,
terminal pembersihan (clean out), pipa perlintasan
(siphon), dan stasiun pompa.

Perencanaan pipa pengumpulan air limbah domestik

perlu memperhatikan persyaratan teknis berikut.

Tabel 32 Persyaratan teknis perencanaan pipa pengumpulan

air limbah domestik

No | Kategori Keterangan

1 Suplai air bersih Tersedia suplai air bersih

untuk keperluan gelontor

2 Diameter pipa Minimal 100 mm, karena

membawa padatan

Aliran dalam pipa Aliran seragam

Kecepatan  pengaliran | 0.6 m/detik

minimal (self cleansing)

S Kecepatan pengaliran | 3 m/detik

maksimal

Tahapan perencanaan pipa pengumpulan air limbah
domestik:
Tahap 1. Penentuan wilayah pelayanan

a. Daerah pelayanan harus ditunjukkan
dengan jelas dalam peta mencakup skala
kelurahan.

b. Daerah pelayanan dibagi menjadi
beberapa blok pelayanan. Jalur pipa
untuk setiap blok pelayanan dilengkapi
dengan arah aliran air limbah domestik
yang masuk ke manhole hulu di bagian

jalur pipa yang menerimanya.
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c. Tingkat pelayanan dinyatakan dengan
persentase jumlah penduduk kawasan
tertentu dan/atau jumlah sambungan

rumah yang dilayani oleh suatu jalur pipa.

Tahap 2. Pelaksanaan survei bawah tanah dan

penyelidikan geologi teknik

Pelaksanaan survei bawah tanah dan

penyelidikan geologi teknik dilaksanakan untuk

memperoleh informasi kondisi penggalian
saluran dan pemasangan pipa pengumpulan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi,

pada  jalur pipa pengumpulan yang

direncanakan, dengan kedalaman yang telah
ditentukan.

a. Pelaksanaan survei bawah tanah
dilaksanakan untuk memperoleh informasi
kondisi jalur pengumpulan air limbah.
Data survei bawah tanah terdiri dari:

1. Pendataan bangunan yang berada di
jalur pipa pengumpulan; dan

2. Utilitas bawah tanah, yang terdiri
atas letak dan ukuran pipa air
minum, gas, dan air limbah domestik,
kabel listrik dan telepon, jalur
kendaraan di jalan, dan struktur lain
yang dapat mempengaruhi konstruksi
bawah tanah. Struktur tersebut
harus ditempatkan dengan mengacu
pada suatu titik permanen di atas
muka tanah. Untuk pipa air minum,
gas, dan air limbah domestik, elevasi
bagian atas pipa harus dicatat.
Namun, data elevasi pipa ditetapkan
pada dasar pipa, bukan bagian atas
pipa.

b. Penyelidikan geologi teknik dilaksanakan

untuk menentukan desain pemasangan
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pipa dan penentuan metode konstruksi

pipa. Data penyelidikan geologi teknik

terdiri dari:

1.
2.
3.
4.

kedalaman muka air tanah;
jenis lapisan tanah yang akan digali;
kualitas tanah; dan

daya dukung tanah.

Penyelidikan geologi teknik dibagi menjadi

2 (dua) pekerjaan utama yaitu pekerjaan

lapangan dan pekerjaan laboratorium,

dengan uraian sebagai berikut:

1.

Pekerjaan Lapangan

Terdiri dari pekerjaan pengeboran dan
pengambilan contoh tanah serta
pengujian Standard Penetration
Test(SPT) pada kedalaman Ilubang
bor. Pengeboran  dilakukan  di
beberapa lokasi dengan kedalaman
bergantung pada kondisi lapangan
dan rencana kedalaman pemasangan
pipa air limbah domestik. SPT pada
lubang bor dilakukan setiap interval
kedalaman 2 meter dan pengambilan
contoh untuk tanah tidak terganggu
dilakukan sebanyak satu kali untuk
setiap lubang bor. Sedangkan
pengamatan visual untuk tanah
terganggu dilakukan sepanjang
kedalaman pengeboran. Dari setiap
lubang bor juga akan diketahui tinggi
muka air tanah.

Pekerjaan Laboratorium

Contoh tanah terganggu dan tidak
terganggu yang diperoleh dari hasil
pengeboran di lapangan, akan dibawa
ke laboratorium untuk dilakukan

beberapa pengujian yang meliputi:
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a) Kadar air (o);
b) Beratisi (y);
c) Berat Jenis (Gs);
d) Unconfined Compresion Test:
1)  Kohesi(c);
2) Sudut geser (¢);
3) Analisa saringan;
e) Proctor Test:
1) Optimum Moisture Content
(w. Opt);
2) Dry Maximum Density (yd.
Max).

Tahap 3. Pemetaan daerah atau kawasan pelayanan air

limbah domestik

Pemetaan daerah pelayanan air limbah

domestik terdiri dari beberapa kegiatan antara

lain:

a.

Penentuan

Penentuan batas daerah atau kawasan

pelayanan berdasarkan beberapa

pertimbangan antara lain kondisi
perkembangan ekonomi dan kondisi
perkembangan politik dan sosiologi;

pemetaan usulan Sub-sistem

Pengumpulan air limbah domestik, yang

berisikan informasi antara lain:

1. elevasi dari lahan atau persil dan
ruang bawah tanah;

2. struktur tata bangunan yang telah
terbangun, apabila tidak melalui
bangunan dengan atap datar atau
pabrik;

3. rencana pemasangan pipa
pengumpulan air limbah domestik;

4. garis batas kepemilikan;
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10.

11.

lebar jalan diantara garis kepemilikan
dan diantara garis kelokan;

lebar dan tipe jalan untuk pejalan
kaki dan yang diaspal,

jalur jalan kendaraan mobil dan jalan
kereta api;

struktur bawah tanah yang telah ada,
seperti saluran pengumpul air limbah
domestik, pipa air minum, dan kabel
telepon;

lokasi struktur yang dapat
memberikan hambatan dalam desain
saluran seperti jembatan, terowongan
kereta api, penggalian yang dalam,
dan gorong-gorong;

lokasi outlet saluran yang
memungkinkan; dan

lokasi IPALD.

Tahap 4. Perencanaan terinci lokasi peletakan pipa air

limbah domestik

Perencanaan terinci lokasi peletakan perpipaan

air

limbah domestik dilaksanakan dengan

mempertimbangkan persyaratan teknis berikut:

a.

kemudahan dalam pengoperasian dan

pemeliharaan,;

biaya konstruksi;

kedalaman pipa:

1.

kedalaman perletakan pipa minimal

diperlukan untuk perlindungan pipa

dari beban di atasnya dan gangguan

lain;

kedalaman galian pipa:

a) persil >0.4 m (beban ringan), >
0.8 m (beban berat);

b) pipa service 0.75 m; dan

c) pipa lateral (1-1.2) m;

JDIH Kementerian PUPR



-04 -

3. kedalaman maksimal pipa induk
untuk open trench 7m atau dipilih
kedalam ekonomis atas pertimbangan
biaya dan kemudahan atau resiko

pelaksanaan galian dan pemasangan

pipa.

Tahap 5. Perhitungan debit timbulan air limbah

domestik per blok pelayanan
Perhitungan debit timbulan air limbah
domestik berdasarkan pemakaian air minum
yang menjadi air limbah domestik pada setiap
blok pelayanan (60-80% pemakaian air bersih).
Perhitungan debit timbulan air limbah
domestik dilaksanakan dengan langkah berikut
ini:
a. Penentuan debit desain
1. Debit air limbah permukiman
Debit air limbah domestik
permukiman adalah debit air limbah
domestik yang berasal dari rumah
tangga yang akan dibuang ke saluran
pengumpul. Debit air limbah
domestik yang akan dibuang berkisar
antara berkisar antara 60-80% dari

debit air minum.

Qpermukiman = (60 — 80%)XQqir minum
Keterangan:
Q air minum = pemakaian air minum (L/org/hr)
Qpermukiman = debit air limbah domestik

(L/org/hr)

Adanya kehilangan 20-40% dalam
pemakaian ini karena air minum
tidak hanya  digunakan untuk
keperluan primer seperti mandi, cuci,

makan, tetapi juga untuk keperluan
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lain seperti menyiram tanaman atau
mencuci kendaraan.

Debit air limbah domestik yang
timbul untuk penduduk pada area
pelayanan dapat dihitung dengan

formulasi berikut.

Qpermukiman = (60 — 80)% XQgir minum XP
Keterangan:
Qair minum = pemakaian air minum
(L/orang/hr)
Qpermukiman = debit air limbah permukiman
(L/hr)

2. Debit Rata-Rata
Debit rata-rata air limbah domestik
yaitu total rata-rata keseluruhan
debit air limbah domestik yang
dihasilkan dari kegiatan penduduk
dalam 1000 jiwa penduduk.

_ Qpermukiman
Y Penduduk /1000 jiwa

Qr

3. Debit air limbah domestik kawasan
Debit air limbah domestik kawasan
yaitu debit air limbah domestik yang
berasal dari bangunan sosial seperti
rumah sakit, sekolah, bangunan

komersial, dan perkantoran.

Qkawasan = (60 = 80)% X Quir minum kawasan
Keterangan:
Qair minum kawasan = Kebutuhan air minum kawasan
(L/hr)
Qxawasan = Debit air limbah kawasan (L/hr)

Kebutuhan air minum untuk

kawasan tertentu diperkirakan
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menggunakan nilai pemakaian air per

orang yang sesuai dengan
penggunaan gedung yang
direncanakan. Nilai tersebut

tercantum pada Tabel 33.

Tabel 33 Kebutuhan air minum untuk kawasan tertentu

No. Penggunaan ' '
gedung Pemakaian air Satuan
1 Rumah susun 100 Liter/penghuni/hari
2 Asrama 120
3 Sekolah dasar 40 Liter/siswa/hari
4 SLTP 50
5 SMU/SMK 80
6 Ruko/Rukan 100 Liter/penghuni dan
pegawai/hari
Kantor/Pabrik 50 Liter/pegawai/hari
Kantor/Pabrik 50 Liter/pegawai/hari
Toserba, toko S Liter/m?
pengecer
10 Restoran 15 Liter/kursi
11 Hotel berbintang 250 Liter/tempat tidur/hari
16 Stasiun, terminal 3 Liter/penumpang tiba dan
pergi
17 Peribadatan S Liter/orang

b.

Penentuan debit pada pipa pengumpul

1. Debit Pipa Persil

Qpr = PXQ,
me = 1/5 XPllszr
Qpp = SXPO'SXde

Qma = FmaX0Qr

Keterangan:
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Qpr

pm

Qpp

Qr

Qmd

Debit rata-rata pipa persil
(L/detik)

Debit minimum pipa persil
(L/detik)

Debit  puncak pipa  persil
(L/detik)

Debit air limbah rata-rata per
1000 penduduk (L/detik/ 1000
jiwa)

Debit air limbah hari maksimum
per 1000 penduduk
(L/detik/ 1000 jiwa)

Populasi dalam ribuan

2. Debit Pipa Lateral
Qrr = PX0Qy
Qm = 1/5 XP12XQ,

QLP = O.SXnXQpp

Keterangan:
QLr = Debit rata-rata pipa lateral
(L/detik)
Qv = Debit minimum pipa lateral
(L/detik)
Qrp = Debit puncak pipa lateral (L/detik)
N = Jumlah sambungan rumah

3. Debit Pipa Servis

Menghitung debit air limbah

maksimum di pipa servis

Qs maks =

AxXmXx

2xmxx)+x+1

XQLpr

jumlah populasi pelayanan pipa lateral

X =
populasi pelayanan rata — rata Xpipa servis

3
Il

QLpr

Jumlah jalur pipa servis

Debit puncak pipa lateral (L/detik)
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QS maks

QS min

Qsp

= Debit maksimum pipa servis
(L/detik)

= Debit minimum pipa  servis
(L/detik)

= Debit puncak pipa servis (L/detik)

Debit Air Limbah Pipa Induk
Perhitungan debit air limbah pipa
induk ditentukan berdasarkan debit
puncak air limbah dalam satu hari
Debit puncak ini digunakan untuk
menentukan dimensi saluran air
limbah yang direncanakan agar dapat
menyalurkan air limbah pada kondisi
puncak. Rumus yang akan
digunakan untuk menghitung

Qpeaksebagai berikut.

Qpeak = QMD + Q Infiltrasi Surface t Q Infiltrasi Saluran

Keterangan:

Qpeak
Qwmp

Q infiltrasi surface

Q infiltrasi saluran

= Debit puncak (L/detik)

= Debit hari maksimum (L/detik)

= Debit infiltrasi daerah
pelayananan (L/detik)

= Debit minimum pipa servis

(L/detik)

Debit puncak ditentukan berdasarkan
debit harian maksimum dan debit
infiltrasi.

Debit harian maksimum (Qmp) adalah
debit air limbah domestik yang
dihasilkan dari pemakaian air bersih
untuk domestik dan non domestik
yang paling maksimum dalam satu
hari selama satu tahun.

Rumus yang digunakan untuk

menghitung Qwp:
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Qup = 5 XFypXQg

Keterangan :

Qwmp = Debit hari maksimum (L/detik)

Fmp = Faktor hari maksimum (1,15 -
1,5)

Qr = Debit rata-rata (L/detik)

Debit infiltrasi merupakan debit air
limbah domestik akibat adanya
infiltrasi air permukaan dan air
hujan. Infiltrasi ini tidak dapat
dihindarkan akibat beberapa hal
yakni kondisi tanah dan alirah iar
tanah, adanya celah manhole dan
bangunan pelengkap, serta pekerjaan
sambungan pipa yang kurang
sempurna.
Debit infiltrasi terbagi menjadi dua
macam, yaitu:
a) Debit Infiltrasi Surface
Debit Infiltrasi Surface yaitu
infiltrasi daerah pelayanan
dengan koefisien infiltrasi (Cr)
untuk Indonesia berkisar antara

0,1-0,3.

Qinfiltrasi surface — Cr XQp

Keterangan:
Cr = Koefisien infiltrasi (0.1 — 0.3)
Qr = Debit rata-rata (L/detik)

b) Debit Infiltrasi Saluran
Debit Infiltrasi Saluran yaitu
infiltrasi yang terdapat
disepanjang saluran air limbah

domestik.
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anfiltrasi Saluran = L/]_O()() XQr

Keterangan :
Qinfiltrasi = Debit infiltrasi (1-3)
saluran (L/detik/1000m)
L = Panjang saluran (m)
Qr = Debit rata-rata

(L/detik)

Pertimbangan  besarnya  Qinf

dalam beberapa literatur:

1) Berdasarkan American
Society of Civil Engineering
(ASCE) dan Water Pollution
Control Federation (WFCF)
(0,05 - 4,73) 1t / dt / 1000
m panjang pipa.

2) Berdasarkan Prof. Ir.
Mertonegoro (2 — 3) It / dt
/1000 m panjang pipa.

Tahap 6. Perhitungan dimensi pipa air limbah domestik
Perhitungandimensi pipa air limbah domestik
dilaksanakan berdasarkan debitpada tiap jalur
pipa yang berasal dari berbagai sumber air
limbah. Desain kapasitas pada setiap bagian
pipa ditentukan berdasarkan perhitungan debit
rata-rata, debit minimal, debit maksimal dan
debit puncak dari permukiman, kawasan dan
infilltrasi. Data debit ini digunakan lebih lanjut
dalam lembar perhitungan desain hidraulika.
Desain hidraulika dibuat dalam lembar
perhitungan tersendiri, untuk memperoleh
diameter pipa, kemiringan pipa, kecepatan
aliran dalam pipa, elevasi invert saluran, dan

kebutuhan bangunan pelengkap.
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Penentuan diameter pipa dilaksanakan dengan

langkah berikut:

a.

Perhitungan Kecepatan dan Kemiringan
Pipa (bagian dari desain hidraulika)

Kemiringan pipa minimal diperlukan agar
di dalam pengoperasiannya diperoleh
kecepatan pengaliran minimal dengan
daya pembilasan sendiri (tractive force)
guna mengurangi gangguan endapan di
dasar pipa, koefisien kekasaran manning

untuk berbagai bahan pipa yang terdapat

pada Tabel berikut.

Tabel 34 Koefisien Kekasaran Pipa

Koefisien
No Jenis Saluran Kekasaran
Manning (n)
Pipa Besi Tanpa Lapisan 0.012 -0.015
1 Dengan Lapisan Semen 0.012-0.013
Pipa Berlapis Gelas 0.011 -0.017
Pipa Asbestos Semen 0.010 - 0.015
Saluran Pasangan Batu Bata 0.012 -0.017
Pipa Beton 0.012-0.016
s Ej;gfnaja Spiral dan Pipa 0.013 - 0.017
Pipa Plastik Halus (PVC) 0.002 - 0.012
Pipa Tanah Liat (Vitrified Clay) [0.011 - 0.015

Tabel 35 Kecepatan Pengaliran Pipa Minimal

Saat Full Flow

Kecepatan Self Cleansing
Diameter
(m/dtk)
(mm)
n=0,013 n=0,015
200 0,47 0,41
250 0,49 0,42
300 0,50 0,44
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) Kecepatan Self Cleansing
Diameter
(m/dtk)
(mm)
n=0,013 n=0,015
375 0,52 0,45
450 0,54 0,47

Kemiringan pipa minimal praktis untuk
berbagai diameter atas dasar kecepatan

0.60 m/dtk saat pengaliran penuh

terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 36 Kemiringan Minimal

) Kemiringan Minimal
Diameter
(m/m)
(mm)
n=0,013 n=0,015

200 0,0033 0,0044
250 0,0025 0,0033
300 0,0019 0,0026
375 0,0014 0,0019
450 0,0011 0,0015

Atau dapat dihitung dengan formulasi

berikut:

Smin = 0,01x Q0,667 atau

Smin = —
Keterangan:
Smin = Kemiringan minimum (m/m)
D = Diameter (mm)
Q = Debit air buangan (L/dtk)

Kecepatan aliran minimum 0,6 m/dtk dan

maksimum 3 m/dtk.

Kemiringan muka tanah yang lebih curam

dari kemiringan pipa minimal, dapat

dipakai sebagai kemiringan desain selama
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kecepatannya masih di bawah kecepatan

maksimal.

Hidraulika Pipa

1. Metode atau formula desain pipa
pengaliran penuh (full flow) yang
digunakan dalam pedoman ini yaitu
Manning;

2. Ada 4 parameter utama dalam
mendesain pipa full-flow, dengan
kaitan persamaan antar parameter
sebagai berikut:

a) Debit, Qr (m3/dtk)

12,5505 n3-V;*

QF - 51,5

_ 03116 (/199" */35**

n

b) Kecepatan, Vr (m/dtk)

0.397

Ve === (/1000)*5°

n
1.2739QrQf
®/1000)?

_ 0.5313 0.25 3/8
TYE Q7S

c) Kemiringan, S (m/m)

103 L(nQp)% _ 63448 (nVp)? _5.4454n2Vp8/3
(D/1000)16/3  [(D/1000)/4]*/3 Qr*/?

d) Diameter, D (mm)

_1.5485 (nQFp)3/®_1.1287Qr%° _3.9977xn'Sxvgl®
S3/16 VFO.S 50_75

D

Pemakaian formula diatas dapat
menggunakan  Nomogram  untuk
berbagai koefisien Manning.

3. Pengaliran di dalam pipa air limbah
domestik adalah pengaliran secara
gravitasi (tidak bertekanan), kecuali
pada bangunan perlintasan (sifon)

dan apabila ada pemompaan.
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Pada pengaliran secara gravitasi, air
limbah hanya mengisi penampang
pipa dengan maksimal d/D
(kedalaman air dalam pipa/Diameter
pipa) = 0,6-0,8.

Dari hasil perhitungan debit puncak
(dengan infiltrasi), maka debit full
dapat diperoleh dengan menggunakan

Nomogram, Qr = Qp + allowance.

Allowance  Debit puncak Debit Full

(Qr

(Qr)

Gambar 21 Perbedaan debit puncak dengan debit full

0.667
1

1
_> -
/) Arc Cosm@

Dari data kemiringan pipa rencana (S)
dan debit full (Qr), dengan
menggunakan formula kecepatan dan
diameter pipa di atas dapat dihitung
diameter (D) dan kecepatan pipa (VF.

v/VF dan d/D dihitung dengan

formula berikut:

X[ArcCosn — Sin(ArcCosn8)xCos(ArcCosm)]*667

0 = (1-2xd/D) dalam radian:
Partially flow Full flow

, v, d

0 j d

Q,V, D

Gambar 22 Perbedaan partially flow dan full flow
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7. Perhitungan hidraulika pipa bisa
dilakukan secara manual atau
menggunakan  perhitungan cepat

dengan aplikasi berbasis komputer.

Tahap 7. Pemilihan bahan pipa

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam

pemilihan bahan pipa:

a. umur ekonomis;

b. resistensi terhadap korosi (kimia) atau
abrasi (fisik);

c. koefisiensi kekasaran (hidraulik);

d. kemudahan pengangkutan dan
penanganan di lapangan;

kekuatan struktur;

-0

biaya suplai, transpor dan pemasangan;
g. ketersediaan di lapangan;
h. ketahanan terhadap disolusi di dalam air;
1.  kekedapan dinding; dan
j- kemudahan pemasangan sambungan.
Bentuk penampang pipa yang digunakan dapat
berbentuk bundar, empat persegi panjang atau
bulat telur.
Pipa yang dapat dipakai untuk penyaluran air
limbah domestik yaituVitrified Clay (VC),
Asbestos Cement (AC), Reinforced Concrete (RC),
Stell, Cast Iron, High Density Poly Ethylene
(HDPE), Unplasticised Polyvinylchloride (uPVC)
dan Glass Reinforced Plastic (GRP).
a. Pipa Beton
1. Aplikasi

Pada pengaliran gravitasi (lebih

umum) dan bertekanan

a) Untuk pembuatan sifon.

b) Pada pipa induk, beton bertulang

juga dipakai dengan diameter
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lebih  besar daripada PVC
maksimal, dengan lining plastik
atau epoksi (diproses monolit di
pabrik) atau cat bitumen (coal tar
epoxy) (dilakukan setelah

instalasi di lapangan).

2. Ukuran dan Panjang Pipa

a)

b)

Pipa pracetak dengan diameter di
atas 600 mm harus dipasang
dengan tulangan, meskipun pada
diameter yang lebih kecil tetap
dibuat beton bertulang.

Untuk konstruksi beton
bertulang (pracetak), diameter

dan panjang yang tersedia di

lapangan:

1) Diameter: [(300) - 600 -
2700] mm;

2) Panjang : 1.8 m untuk

diameter < 375 mm;

3) Panjang : 3 m untuk
diameter > 375 mm;

4) Tersedia S kelas
berdasarkan pada kekuatan
beban eksternal.

Untuk konstruksi beton tidak

bertulang (pracetak)

1) Diameter : (100 - 600) mm

2) Panjang :(1.2-7.3)m

3. Sambungan

a)

Tongue dan Groove (khusus

beton bertulang)

1)  Untuk diameter >760 mm.

2) Dengan menggunakan
sambungan senyawa mastic
atau gasket karet yang

membentuk seal kedap air
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dengan plastic atau tar
panas mastic, clay tile, atau
senyawa asphatik.
b)  Spigot dan Soket dengan semen

1) untuk diameter (305-760)
mm,;

2) ekonomis; dan

3) mudah pemasangannya;

c) Cincin karet fleksibel.

b. Pipa Cast Iron

1.

Aplikasi

a) Bangunan layang diatas tanah
(perlintasan sungai, jembatan,
dan sebagainya).

b) Stasiun pompa.

c) Pengaliran lumpur

d) Pipa bertekanan.

e) Pada tanah yang bermasalah
dengan akar pepohonan.

f) Tidak cocok apabila
diaplikasikan pada:
1) daerah payau;
2) sambungan rumah karena

biaya mahal; dan
3) daerah dengan tanah
mengandung sulfat.

Diameter dan Panjang Tersedia

a) Diameter: (3 — 68) inch (Mueller).

b) Panjang: 3.6 m.

Sambungan

a) Flanged dan Spigot.

b)  Flanged dan Soket.

c) Tarred Gasket dengan Cauled
Lead.

c. Vitrified Clay Pipe (VCP)

1.

Aplikasi

a) Untuk pipa pengaliran gravitasi.
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b) Sebagai sambungan rumah (SR)
1) SR pipa standar; dan
2) SR pipa dengan riser

vertical.

Diameter dan Panjang Tersedia

a) Diameter: (100 — 1050) mm dan
(100 - 375) mm.

b) Panjang: (0.6 — 1.5) m.

c) Tersedia dalam bentuk standard

dan ekstra kuat.

d. Pipa Plastik (Bahan PVC dan PE)

1.

Aplikasi
a) PVC: untuk sambungan rumah
dan pipa cabang.
b) PE: untuk daerah rawa attau
persilangan di bawah air.
Klasifikasi
a) Standar JIS K 6741-1984
1) Klas D/VU dengan tekanan
S Kg/cm?.
2) Klas AW/VP dengan
tekanan 10 Kg/cm?.
b) Standar SNI  0084-89-A/SII-

0344-82
1) Seri S-8 dengan tekanan
12.5 Kg/cm?.

2) Seri S-10 dengan tekanan
10 Kg/cm?.
3) Seri S-12.5 dengan tekanan
8 Kg/cm?.
4) Seri S-16 dengan tekanan
6.25 Kg/cm?2.
Pemilihan klas diatas tergantung
pada beban pipa dan tipe bedding dan
dalam kondisi pengaliran secara
gravitasi atau dengan adanya pompa

(tekanan).
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3. Diameter dan Panjang Tersedia
a) Diameter sampai dengan 300
mm; dan

b) Panjang standar 6 m.

Tahap 8. Perencanaan bangunan pelengkap
a. Perencanaan manhole dengan kegiatan
antara lain:
1. Penentuan lokasi manhole

a) Pada jalur saluran yang lurus,
dengan jarak tertentu
bergantung diameter saluran,
tetapi perlu disesuaikan
terhadap  panjang  peralatan
pembersih yang akan dipakai.

b) Pada setiap perubahan
kemiringan saluran, perubahan
diameter,dan perubahan arah
aliran, baik vertikal maupun
horizontal.

c) Pada lokasi sambungan,
persilangan atau percabangan
(intersection) dengan pipa atau

bangunan lain.

Tabel 37 Jarak antar manhole pada jalur lurus

Diameter Jarak antar MH
(mm) (m)
(20 - 50) 50 - 75
(50 - 795) 75 -125
(100 - 150) 125 - 150
(150 - 200) 150 - 200
1000 100 -150

2. Penentuan jenis manhole
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Manhole dangkal: kedalaman
(0,75-0,9) m, dengan cover
kedap.

Manhole normal: kedalaman 1,5
m, dengan cover berat.

Manhole dalam: kedalaman di
atas 1,5 m, dengan cover berat.
Manhole dalam dapat
diklasifikasikan lagi sesuai
dengan kedalaman, ketebalan
dinding, keberadaan drop,
keberadaan pompa, dan lain-lain

sesuai dengan kebutuhan.

3. Penentuan jenis manhole khusus:

a)
b)
<)
d)

Junction chamber;
Drop manhole;
Flushing manhole;

Pumping manhole.

Hal yang perlu direncanakan dalam

merencanakan manhole sebagai berikut:

1. Eksentrisitas

a)

b)

Eksentrisitas = manhole  pada
suatu jalur sistem perpipaan
tergantung pada diameter
salurannya.

Untuk pipa dimensi besar (D
>1,20 m), manhole diletakkan
secara eksentrik agar
memudahkan operator turun ke
dasar saluran.

Untuk pipa dimensi kecil [D (0,2-
1,2) m], manhole diletakkan

secara sentrik, langsung di atas

pipa.

2. Bentuk Manhole
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Pada umumnya bentuk manhole
empat persegi panjang, kubus atau
bulat.

Dimensi Manhole

a) Dimensi horizontal harus cukup
untuk melakukan pemeriksaan
dan pembersihan dengan masuk
ke dalam saluran. Dimensi
vertikal tergantung pada
kedalamannya.

b) Lubang masuk (acces shaft),
minimal 50 cm x 50 cm atau
diameter 60 cm.

c) Dimensi minimal di sebelah
bawah lubang masuk.

1) Untuk kedalaman sampai
0,8m: 75 cmx 75 cm.

2) Untuk kedalaman (0,8-2,1)
m: 120 cm x 90 cm atau
diameter 1,2 m.

3) Untuk kedalaman > 2,1 m:
120 cm x 90 cm atau
diameter 140 cm.

Manhole D 80 cm untuk dimensi pipa

kurang dari 800 mm dan dipasang

disetiap 100m pipa lurus atau
dibelokan dan pertemuan pipa.

Tangga Lubang Kontrol (Manhole step

atau ladder ring)

a) Perlengkapan ini merupakan
sebuah  tangga besi yang
dipasang menempel di dinding
manhole sebelah dalam untuk
keperluan operasional.

b) Dipasang vertikal dan zig zag 20
cm dengan jarak vertikal masing-

masing (30-40) cm.
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5. Dasar Bagian Dalam Lubang Kontrol
(Bottom invert)
Dasar manhole pada jalur pipa
dilengkapi saluran terbuka dari beton
berbentuk U (cetak di tempat) dengan
konstruksi dasar setengah bundar
menghubungkan invert pipa masuk
dan ke luar. Ketinggian saluran U
dibuat sama dengan diameter saluran
terbesar dan diberi benching ke
kanan/kiri dengan kemiringan 1 : 6
hingga mencapai dinding manhole.

6. Notasi
a) Manhole yang ada, dengan nomor

urut 9,

MH 8

[,
N,
4
N

contoh :

b) Manhole rencana, dengan nomor

MHR 9

X

urut 9, contoh:

b. Bangunan penggelontor

Di setiap garis pipa pada kecepatan
pembersihan (self cleansing) tidak tercapai
akibat kemiringan tanah/pipa yang terlalu
landai atau kurang kapasitas aliran. Hal
ini dapat dilihat melalui tabel kalkulasi

dimensi pipa.

Tabel 38 Alternatif Kapasitas Air Penggelontor

Kebutuhan air (liter) untuk
Kemiringan | diameter pipa

20 cm 25 cm 30 cm

1:200 2240 2520 2800
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1:133 1540 1820 2240
1:100 1260 1540 2240
1:50 560 840 930
1:33 420 560 672

Pipa perlintasan (Siphon)
Pipa perlintasan berupa bangunan
perlintasan, seperti pada sungai/kali,
jalan kereta api, atau depressed highway.
1. Inlet dan outlet (box)
Berfungsi sebagai pengendalian debit
dan fasilitas pembersihan pipa.
2. Depressed sewer (pipa siphon)

a) Berfungsi sebagai perangkap,
sehingga kecepatan pengaliran
harus cukup tinggi, di atas 1
m/detik pada saat debit rata-
rata.

b) Terdiri dari minimal 3 bagian
pipa siphon dengan dimensi yang
berbeda, minimal 150 mm. Pipa
ke 1 didesain dengan Qmin, pipa
ke 2 didesain dengan (Q:-Qmin)
dan pipa ke 3 didesain dengan
(Qp-Qx).

Stasiun pompa
Manfaat adanya pumping well akan
membuat air limbah domestik yang akan
dipompa masuk terlebih dahulu ke rumah
pompa dan ditampung sementara di dalam
tangki yang disebut wet well. Unit ini
diperlukan karena debit pompa sulit
disamakan dengan debit masuk.
1. Interior Pumping Well, yaitu:

a) Terdiri dari kompartemen yang

basah (untuk menampung
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sementara air limbah doemstik)
dengan pompa selam atau
terpisah dalam kompartemen
kering (sebagai tempat pompa).

b) Paling baik memasang pompa di
dalam dry pit dengan pipa isap
berada di bawah muka air
terendah pada pumping well
terdekat agar dapat meniadakan
priming. Pengoperasiaan pompa
secara otomatis diatur dengan
pelampung pada bagian basah.

c) Semua bagian wet well, aksesnya
harus mudah, dilengkapimanhole
dan tangga.

d) Slope dasarwet well dibuat 1 : 1
ke arah pipa isap agar dapat
dicegah akumulasi padatan.

e) Kedalaman wet well (1,5-2) m,
dan tergantung pada posisi pipa
yang masuk.

f)  Sebuah gate-valve dipasang pada
pipa masuk untuk menutup
aliran bila terjadi perbaikan di
dalam wet well.

Lay-out Pumping Well
Paling baik memasang pompa di
dalam dry well/pit dengan pipa isap
berada di bawah muka air terendah
pada wet well terdekat agar dapat
meniadakan priming. Pengoperasian
pompa secara otomatis diatur dengan
pelampung pada wet well.

Kapasitas Sumur Basah/ Wet well

a) Kapasitas wet well tergantung
pada  waktu  pengoperasian,

jumlah pompa dan waktu siklus.
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b) Waktu siklus >4 menit, berarti
dalam 1 jam terjadi <15 kalistart.

c) Waktu pengoperasian pompa
>(15-20) menit.

d) Kapasitas efektif wet well guna
memberikan  periode  holding
tidak lebih dari 10 menit pada
desain rata-rata.

e) Volume atas dasar waktu siklus

900
V= Qp
S

Keterangan:

V = volume antara level switch-on
dan switch-off, m3

S = waktu siklus
< 6 kali untuk dry pit motor < 20
kW
4 kali untuk dry pit motor (25-75)
kW
2 kali untuk dry pit motor (100-
200) kW
10 kali untuk pompa selam

Qp = debit pompa, m3/detik

(debit jam puncak inflow)

Jenis Pompa

Pompa Sentrifugal merupakan jenis
yang umum  digunakan untuk
memompa air limbah domestik
karena tidak mudah tersumbat.
Penggunaan pompa rendam
(submersible) untuk air limbah
domestik lebih baik, karena
mencegah terjadinya kavitasi,
sebagaimana sering terjadi pada

penggunaan pompa non submersibel
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dengan posisi head negatif (posisi

pompa berada diatas permukaan air).

Kapasitas (Debit)

Kapasitas atau debit pompa adalah

volume cairan yang dipompa dalam

satuan m3/detik, atau L/detik. Debit

desain

pompa adalah debit jam

puncak.

Hidrolika pompa

a) Data yang dibutuhkan

1) Elevasi pipa tekan
(discharge).

2) Elevasi garis pusat pompa.

3) Elevasi muka air wet well
saat pompa off (volume air
minimal).

4) Elevasi muka air wet well
saat pompa on (volume air
maksimal).

S) Pada pipa isap dan tekan,
masing-masing diameter
pipa, bahan pipa, panjang
pipa, jumlah dan macam
fitting (aksesoris).

6) Debit desain.

b) Daya pompa
Pp =Q.prg. H /ep
Pim =Pp/ eém
Keterangan:
Pip = power input ke pompa, W
Pim = Power input ke motor, W
Q = Debit (m/detik)
pT = Massa jenis air (997 kg/mb3)
g = GQGravitasi (9.8 1.m /dtk?)
H = Total dynamic head,

Manometric head (m)
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H stat

hy

hm

H = Hstat + hf + hm + hV

= beda muka air hisap dan

tekan, m

= kehilangan tekanan akibat

gesekan air pada pipa, m

= Minor loss , m

Catatan:

hr - Yo

hy

D )16/3

"~ 10,3L(nQ)2

hm _Z K 5

I
[ S

N

Jumlah Pompa dan Sumber

Power/Daya

a)

b)

Mempunyai = 2 unit pompa

1) Walaupun hanya  pada
stasiun/ rumah  pompa
kecil.

2) Lebih efisien bila
mempunyai = 3 unit pompa,
terutama dalam mengatasi
variasi debit.

3) Apabila menggunakan 2
unit, kapasitas masing-
masing unit dibuat sama
atas dasar debit desain.

Mempunyai 2 sumber power atau

stasiun pompa

Motor listrik sebagai sumber

power utama dan internal-

combustion engine (generator)

sebagai stand-by.

Perpipaan pada Pompa
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b)

Kecepatan Pengaliran

1) Pipa isap (0,6 - 2,5) m/dtk,
umumnya 1,5 m/dtk.

2) Pipa tekan (1 - 2,5) m/dtk.

Periksa diameter pipa dengan

rumus empiris apabila head

kecepatan V2/2g melebihi 0,32

m.

Perlengkapan pompa

a)

b)

d)

Screen dipasang di depan pompa,

terutama apabila limbah yang

diolah terdapat banyak
sampahnya.

Tambahkan unit Grit
chamberapabila air limbah

banyak mengandung grit.

Berbagai perlengkapan untuk

pompa sentrifugal:

1) Sebuah airrelease valve
(valve pelepas tekanan
udara) dipasang pada titik
tertinggi di dalam casing
untuk melepaskan wudara
atau gas.

2) Gauges pada pipa tekan dan
isap.

3) Sebuah meter pada pipa
tekan.

4) Sebuah kurva karakteristik
pompa.

S) Sebuah check-valve antara
gate valve dan pompa pada
pipa tekan.

Alat otomatis (floating switches)

sebaiknya digunakan agar

pemompaan dapat dilakukan 24

jam secara otomatis.
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10. Motor pompa (pump drive equipment)

a)

b)

Motor Listrik

1) Aplikasi
(@) Lebih andal, murah
dan mudah
pemeliharaannya;

(b) Dipakai untuk sanitary
sewage pump.
2) Spesifikasi
a) tipe atau kelas;
b) phase;
c) daya (kWH);

d) tipe bearing;
e) kecepatan;
f) tipe insulasi;

g) voltase;
h) tipe penggerak;

(

(

(

(

(

(

(

(

(i) frekuensi;

(j) konstruksi mekanik.

Mesin Diesel

1) Dipakai sebagai stand-by
unit pada sanitary sewage
pump.

2) Pemilihannya tetap
mempertimbangkan  biaya
energi, biaya konstruksi,
kebutuhan O&M, geografis,
musim dan sosial.

Voltase

Akan lebih  ekonomis bila

memakai voltase berikut untuk

suatu power tertentu:

1) (37 - 45) kW memakai 230
V.

2) (45 - 150) kW memakai 460
V.
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3) >150 kW memakai 23.000
V.
e. Panel dan komponennya

Panel dan komponennya harus
menggunakan jenis yang tahan air
(waterproof). Semua  Circuit Breaker,
peralatan proteksi, beban lebih, relai
proteksi, dan pengatur waktu (timer) harus
ada pada panel pompa air limbah.Semua
kabinet panel kontrol, panel daya, Circuit
Breaker, saklar pengaman, dan peralatan
listrik yang lain, harus dilengkapi atau
ditempeli plat nama (name plate) untuk

memudahkan pengenalan.

Pengumpulan air limbah domestik pada kondisi khusus

Pada kondisi daerah tertentu pengumpulan air limbah

domestik skala kecil dapat menggunakan alternatif

pengumpulan air limbah berikut:

()

Perpipaan air limbah domestik dangkal (shallow
sewer)

Perpipaan air limbah domestik dangkal
menyalurkan air limbah skala kecil, dengan
kemiringan pipa yang lebih landai. Perpipaan air
limbah  domestik dangkal tergantung pada
pembilasan air limbah untuk mengangkut buangan
padat jika dibandingkan dengan cara konvensional
yang mengandalkan self cleansing.

Perpipaan air limbah domestik dangkal ini
dipertimbangkan untuk daerah perkampungan
dengan kepadatan penduduk tinggi yang sebagian
besar penduduknya sudah memiliki suplai air
bersih dan kamar mandi pribadi. Sistem ini
melayani air limbah domestik dari kamar mandi,
cucian, pipa servis, pipa lateral serta dilengkapi
dengan pengolahan air limbah. Contoh perpipaan

air limbah domestik dangkal terdapat pada Gambar
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23. Kriteria perencanaan perpipaan air limbah

dangkal adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Kriteria perencanaan perpipaan air limbah

dangkal
No. | Parameter Keterangan

. Kepadatan penduduk >150 jiwa/hektar
sedang
Suplai air bersih >60 %
Muka air tanah <1.5m
Kemiringan tanah <2% (+ 1%)

s Diameter basah 0.8 diameter pipa
maksimum

6 Diameter basah 0.2 diameter pipa
minimum

. Kemiringan hidrolis 0.006
minimum

3 Kedalaman pipa 0.4 m
minimum

Wastewater treatment works

To river

Tersary

Low fiush )
toilet |

- T

Inspection box Junction box

Gambar 23 Perpipaan air limbah dangkal (shallow sewer)

(b) Perpipaan air limbah domestik diameter kecil (Small

Bore Sewer)

JDIH Kementerian PUPR



- 122 -

Small Bore Sewer didesain untuk menerima air
limbah rumah tangga setelah diolah dalam tangki
septik dan dari air limbah kamar mandi, cuci dapur
sehingga bebas dari zat padat. Outlet tangki septik
harus lebih tinggi dari Sub-sistem Pengumpulan.
Lumpur tinja yang terakumulasi dalam tangki
septik akan harus secara periodik.

Saluran ini tidak dirancang untuk self cleansing.
Pipa yang dipasang hanya pipa persil dan servis
menuju Sub-sistem Pengolahan. Pipa lateral dan
pipa induk digunakan dalam sistem ini apabila
sistem ini diterapkan di daerah perencanaan dengan
kepadatan penduduk sangat tinggi. Contoh skema
small bore sewer terdapat pada Gambar 24. Kriteria
perencanaan perpipaan air limbah dengan diameter

kecil adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Kriteria perencanaan perpipaan air limbah

dengan diameter kecil

Parameter Keterangan

Diameter pipa minimal | 100 mm (tidak

membawa padatan)

Kecepatan maksimum

(aliran dalam pipa tidak
harus memenuhi
3 m/detik
kecepatan self

cleansing, karena tidak

membawa padatan)
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W ater et woms

Full flush toilet

Smail bore sewerto
main sewer it road

&

AR RERRN]
Soal
[scaagl or dreerage’ )

Septic tank

Gambar 24 Skema perpipaan air limbah dengan

diameter kecil

Small Bore Sewer cocok untuk daerah dengan

kepadatan penduduk sedang sampai tinggi (>200

jiwa/ha), terutama untuk daerah yang telah

menggunakan tangki septik tapi tanah sekitarnya

sudah tidak mampu lagi menyerap efluen tangki

septik.

Komponen Small Bore Sewer terdiri dari:

(1)

(2)

(3)

(4)

Sambungan Rumah

Dibuat pada inlet tangki septik, semua air
limbah domestik memasuki sistem melalui
bagian ini.

Tangki Septik

Didesain untuk menampung aliran sederhana
12-24 jam untuk memisahkan padatan dari
cairannya.

Saluran

Berupa pipa yang berukuran kecil (50-100)
mm, dengan kedalaman yang cukup untuk
mengalirkan air limbah domestik dari tangki
septik dengan sistem gravitasi dan dibuat
sesuai dengan topografi yang ada.

Manhole
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Sebagai jalan masuk dalam pemeliharaan
saluran serta untuk menggelontor saluran
selama pembersihan saluran.

(5) Sistem Pemompaan (jika diperlukan)
Berfungsi untuk mengangkat efluen dari tangki
septik ke saluran untuk mengatasi perbedaan
elevasi yang diperlukan bagi sistem saluran

dengan area yang luas.

3) Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengolahan
Terpusat
Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana
dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang
dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan
Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pengolahan
Terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik (IPALD). IPALD direncanakan secara teknis
paling sedikit mencakup tiga jenis pengolahan yaitu
tahap pengolahan fisik, tahap pengolahan biologis, dan

tahap pengolahan lumpur. Berikut ini model Sub-sistem

Pengolahan Terpusat.

Gambar 25 Model Sub-sistem Pengolahan Terpusat
Tahapan Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem

Pengolahan Terpusat meliputi Tahap Perencanaan Awal

(Preliminary Design), Tahap Perencanaan Teknik Terinci

JDIH Kementerian PUPR



- 125 -

(Detailed Engineering Design)Prasarana Utama pada

IPALD, Tahap Perencanaan Anggaran Biaya.

()

Tahap perencanaan awal

Tahap perencanaan awal merupakan tahap umum

perencanaan yang bertujuan untuk menentukan

proses dan unit pengolahan yang akan diterapkan

pada IPALD, dengan memperhatikan kesesuaiannya

terhadap luasan lahan IPALD yang telah ada.

(1)

Menetapkan periode perencanaan IPALD yang

akan dibangun yang dihitung berdasarkan

tahun awal perencanaan (yaitu tahun awal saat

[PALD pertama kali beroperasi) sampai

mencapai 100% kapasitas desainnya.

Menetapkan proses pengolahan IPALD yang

akan diterapkan dilengkapi dengan diagram

alir.

Proses pengolahan yang akan diterapkan dalam

sebuah IPALD ditentukan dengan langkah

berikut ini:

a. Mengumpulkan data mengenai air limbah
domestik yang akan diolah, meliputi
kualitas dan kuantitas air limbah
domestik serta beban organik air limbah
domestik.

b. Menentukan proses pengolahan yang
dibutuhkan berdasarkan:

1. aspek teknis yaitu kemudahan
pengoperasian, ketersediaan SDM,
jumlah lumpur yang dihasilkan,
kualitas efluen;

2. aspek non teknis yaitu ketersediaan
lahan dan  ketersediaan  biaya

investasi dan pengoperasian.
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Data Limbah Cair

'

Kualitas Limbah Cair

Kuantitas Limbah Cair

Beban Limbah Cair

Pilihan Sistem Penyaluran Limbah

Pilihan Teknologi IPAL

y

Aspek Tekmis

Y

Langkah Pemilihan

Aspek Non Teknis

F'y

¢ Kemudahan

4

Pengoperasian Sistem Pengolahan Ketersediaan Lahan
e SDM —» Limbah Cair Terpilih [¢— ® Ketersediaan Biaya
® Jumlah Konstruksi &
hunpm' Opefas i
¢ Biaya Operasi
® Kualitas
Effluen

Gambar 26 Bagan Alir Pemilihan Unit Pengolahan pada

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

IPALD
Menetapkan kesetimbangan massa untuk
setiap unit IPALD.
Menetapkan kriteria perencanaan untuk setiap
unit operasi dan unit proses dalam IPALD yang
telah dipilih.
Menetapkan dimensi awal unit IPALD secara
umum, dengan maksud untuk mengkaji luasan
dan jumlah unit bangunan pengolahan pada
IPALD dengan besarnya lahan yang tersedia.
Menetapkan tata letak IPALD untuk mengatur
posisi unit pengolahan yang ada beserta
prasarana dan sarana pelengkap.
Melaksanakan perhitungan profil hidrolis
untuk menetapkan posisi vertikal setiap unit
IPALD  Dberdasarkan  kehilangan tekanan
(headloss) pada unit pengolahan  saat
beroperasi, termasuk kebutuhan pompa air
limbah.
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Tahap Perencanaan Teknik Terinci Prasarana

Utama pada IPALD

Prasarana utama dalam sebuah IPALD terdiri dari

bangunan pengolahan air limbah domestik,

bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal

dan elektrikal, serta unit pemrosesan hasil olahan.

Bangunan pengolahan air limbah domestik antara

lain meliputi:

(1)

Bangunan pengolahan fisik

Bangunan pengolahan air limbah domestik

secara fisik meliputi:

a.

Unit sumur pengumpul

Unit sumur pengumpul merupakan
bangunan pengolahan pendahuluan, yang
berfungsi untuk menampung air limbah
domestik dari jaringan pengumpulan air
limbah domestik yang memiliki elevasi
lebih  rendah  dari IPALD. Sumur
pengumpul dapat dilengkapi dengan
pompa dan bak penangkap lemak. Sumur
pengumpul terdiri dari sumur basah dan
sumur kering. Sumur basah
menggunakan pompa submersible atau
suspended yang dipasang terendam dalam
sumur. Sumur kering menggunakan self-
priming/ suction lift centrifugal pump yang
dipasang dalam kompartemen terpisahan
dengan air yang dihisap.

Perencanaan sumur pengumpul
dilaksanakan berdasarkan kriteria desain
yaitu waktu retensi air limbah domestik
dalam sumur pengumpul yaitu tidak lebih
dari 10 menit.

Unit saringan sampah (bar screen)

Unit saringan sampah berfungsi untuk
mencegah masuknya sampah atau benda

berukuran besar (contoh: plastik, kertas,
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atau daun) kedalam unit pengolahan air
limbah

mengakibatkan

domestik, yang dapat

gangguan pengolahan,
terutama pada unit pompa.

Unit saringan sampah berupa jaring kawat
atau plat berlubang yang dirancang

berdasarkan kriteria desain berikut.

Tabel 41 Persyaratan teknis unit saringan sampah

Pembersihan
Pembersihan
Faktor Desain dengan Alat
Cara Manual
Mekanik
Kecepatan aliran lewat celah (m/dt 0,3-0,6 0,6-1
Ukuran penampang batang
Lebar (mm) 4-8 8-10
Tebal (mm) 25-50 S0 -75
Jarak bersih dua batang (mm) 25-75 10 - 50
Kemiringan thd. Horizontal (derajat) 45 - 60 75 -85
Kehilangan tekanan lewat celah
150 150
(mm)
Kehilangan tekanan Max.(clogin
8 (cloging) 800 800
(mm)

Gambar 27 Gambar unit saringan sampah

c. Unit bak penangkap pasir (Grit Chamber)
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Unit bak penangkap pasir berfungsi untuk
mengendapkan kandungan pasir secara
gravitasi dari aliran air limbah domestik
dengan kecepatan horizontal. Unit bak
penangkap  pasir dirancang  untuk
memiliki  kecepatan  aliran  tertentu
sehingga dapat mengendapkan pasir.

Pelaksanaan  perencanaan unit bak

penangkap pasir dilaksanakan

berdasarkan persyaratan teknis dan

kriteria teknis .

Persyaratan teknis perencanaan unit bak

penangkap pasir meliputi:

1. Unit bak penangkap pasir dibagi
menjadi dua kompartemen atau lebih,
yang memiliki kondisi kecepatan
aliran yang berbeda. Kompartemen
pertama dialirkan dengan kecepatan
minimum, sedangkan kompartemen
kedua dialirkan dengan kecepatan
maksimum.

2. Penampang melintang unit bak
penangkap pasir dibuat mendekati
bentuk parabola untuk
mengakomodasi  perubahan  debit
dengan kecepatan konstan.

3. Dilengkapi dengan alat pengatur
aliran (flume control) yang dipasang

diujung aliran.

Tabel 42 Kriteria teknis perencanaan Unit Bak Pengendapan

Pasir

Faktor Rencana

Kriteria Keterangan

Dimensi

Kedalaman, (m)

1. Jika  diperlukan untuk
2-5 menangkap  pasir halus

(0,21 mm), gunakan td yang
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Faktor Rencana

Kriteria Keterangan

Panjang (m)

7,5 -20 lebih lama.

Lebar (m)

2.5-7 2. Lebar  disesuaikan  juga

Rasio lebar/dalam

1:1s/d 5:1 untuk peralatan pengeruk

Rasio panjang/lebar

pasir mekanik, kalau terlalu
2,5:1s/d lebar dapat menggunakan
S:1 buffle pemisah aliran untuk

mencegah aliran pendek.

Kecepatan Aliran,
(m/detik)

0,6 — 0.8 | Di permukaan air

Waktu detensi pada

2-5
aliran puncak (menit)
Supplai udara
jika menggunakan aerated Grit
(Liter/det.m  panjang 5-12

tangki)

chamber

Unit Bak Pengendapan I (Primary

Sedimentation)

Unit bak pengendapan I berfungsi untuk

mengendapkan partikel diskrit melalui

pengendapan bebas dan pengurangan

BOD/COD dari air limbah domestik. Unit

ini dapat mengendapkan 50 - 70%

padatan yang tersuspensi dan mengurangi

BOD 30 - 40%.

Terdapat 3 tipe unit bak pengendap I yang

biasa digunakan yaitu:

1. Aliran horizontal (horizontal flow)
merupakan unit bak pengendap I
berbentuk persegi panjang, contoh
unit bak pengendapan I dengan tipe
aliran horizontal dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Pengumpulan
buih dan sampah

Exg

i _g' .5

Hopper
Lumpur

Gambar 28 Bak Pengendapan I dengan aliran

horizontal

Aliran radial (radial flow) merupakan
unit bak pengendapan I berbentuk
bak sirkular, dengan aliran air dari
tengah menuju pinggir, contoh unit
bak pengendapan I dengan tipe aliran

radial dapat dilihat pada gambar

berikut.

i

Pipa Influen

Gambar 29 Bak Pengendapan I dengan

aliran radial

Aliran ke atas (upward flow)
merupakan unit bak pengendapan I
berbentuk bak kerucut terbalik,
dengan aliran air dari bawah keatas,
contoh unit bak pengendapan I
dengan tipe aliran ke atas dapat

dilihat pada gambar berikut.
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Pelimpah yang dapat disesuaikan,
lebih baik V-notch

Note ;| Pelimpah dan sekat dilengkapi

pada keliling bak

OQUTLET

NOT TO
EXCEED 500mm

80"

VERTICAL SIDE WATER
DEPTH 1m MINIMUM

SLUDGE
HOPPER

MINIMUM

Gambar 30 Bak Pengendap I dengan aliran

upward flow

Pelaksanaan perencaan

unit bak

pengendapan [ dilaksanakan berdasarkan

kriteria teknis berikut.

Tabel 43 Kriteria desain unit bak pengendapan I

Tipe bak pengendap

Parameter : : i i i
Persegi panjang | Aliran Radial | Aliran ke Atas
Debit perencanaan Q peak
Surface loading 30 -45 pada _ *+ 30 pada
) 45 pada aliran |
(Beban Permukaan) | aliran . aliran
maksimum
(m3/m? hari) maksimum maksimum
) ) ' 2-3 pada
Waktu detensi 2, pada aliran | 2, pada aliran |
aliran
(jam) maksimum maksimum )
maksimum
P/L = 4:1, Piramid dgn
Dalam 1/6
' ) dalam 1,5 m sudut 609
Dimensi s/d 1/10
P/L 2:1 dalam | Kerucut.
diameter
3m Sudut 459
Weir over flow rate o o
) V-notch weir di | V-notch weir di
(beban pelimpah) 300

(m3/m.hari)

sisi luar

sisi luar
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